
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEI-I SINGKIL

NOMOR 3TAHUN2OOS

. TENTANG

SUSUNAN ORGANI$ASI DAN TATA KERJA

DTNAS, iEMBAcA rekmrs DAERAH DAN KEcAMATAN

BISM ILI.AH I RRAHMAN IRRAI{ I M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KIJASA

Menimbang

Mengingat

str

'ta

BUPATI ACEH SINGKIL

a. bahwa delam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor

telah diubar't oenlan U"nOang-Undang Noryo19 r*'l-?905
tentang peneiaiin 

- petai"an 
^Pemerintah 

Pengganti

ur,oJn"g-unoang fr;mor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

atis dnOang-U"ndang Nomor 32 Tentang P-emerintahan

baeran dan lndang-itndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintah"n [."n" serta Feraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2AO7 tentbng Organisasi Perangkat . Daerah'

o,p"noung pert[ mena"ta keirnali susunan organisasi dan

iit, X"tji binas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Aceh singkir yang iesuai den-gan karakteristik, potensi dan

kemamPuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

paAa nurut a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun'

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi sumatera

UGra (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
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Undang,Undang Nomor 44 Tahun 1999 tenkngoenyelenggdraan Ket.,l.rrewdan p,opinsi D"erah :5tirnew;
Aceh (l embaran Negdrd Repubt,h indonesid lahuri 1999
Nomor 172; Tambahan Lenlbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang
Pemoenlukan Peralutan petunoang-Jndangdn (Lembara;
NFgara Rep"bJ,k tnoones:a Ndrnor 53. f,lmbahdn
I emba "o Negara Reoublik lndonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana te{ah diubah denga;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetaian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nom6r :
T€hun 2005 lentang perubahan alas Undang-Undang
Nomor 32 Tenlang pemerintahan Daerah ([embarai
Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 108.
lambdl.al Lembaran Negard Repubjik lndonpsa Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang' Perimbangan Keuangan antara pemeriolah pusat da;
Pemerjntah Daerah (Lembaran Negara Republjk Jndonesia
Tahun 2004 Nomor 26, Tafilbahan Lembaran Neoara
RepLojtk lrdones,a Nomor 4438),

Undang-undang Nomor i 1 fahun 2006 tdntang
PFmer'ntahon Aceh (Lembaran l'legara Repr.:b ik lrdones J
T"hun 2006 Nomor 62, Tdmbahan Lembaran Neaara
RepLo rk lndonesia Nomor 4633);

Pe!-aturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Sdtuan Poti.i pamong p:aja { IN Rt Ianun 200i
Nomor 112. TLN Rl No 44281

Peraturan _Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pe'r!awdsan penyelenggaroai
PemeJintah Daerah I LN Rt Iahun 200b No.'I65,-iLN Rt
No.4594).

Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tenlang
Pembagian Urusan pemetilaha,t, Antara pemerinla4:
Pemerilahan Daerah provinsi. dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kola (Lembaran l.legara RepuDlrk lndones;;
Iahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembdran Nega,a
Republik lndonesia Nomor 4737)i

Peratriran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisdsiferang^atDaerdh (Lembaran Negara Repubhi
lndonesia Tahun 2007 Nomor Bg, Tambahin Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 474j);
QarJn nceh Nomor J Tahu,t 2007 tentang l"ta Lara
Pernbenlukan Oanun ( Lembaian Daera,) Na;ggroe Aleh
uarussatant tahun 2007 Nomor 3.
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DEWAN

\.

Dengan perselujuan bersama
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

. MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS, LEI.4BAGA TEKNIS DAERAH DAN
KKCAI\4ATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Menelaphan

BAB I

KETENTUAN UI\4UM

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud denOan I

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

b. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urLrsan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan perwakitan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkill

c. B!pati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh SinOkil, dibanlu ol6h
seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrat:s yang
dilak!kan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. Wakil Bupaij adalah Wakil BupatiAceh Singkit;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Sinqkjl adalah unsur penyelenggara
pemerintahan Kabubaten yang anggotanya dipiljh metatui pemilihan umum;

f. QanUn Kabupalen adalah Peraiuran Perundang-undangan sejenis peraluran
Daerah Kabupalen Aceh Singkil yang mengatur penyelenqgaraan pemedntaha
dan Kehidupan masyarakat Aceh Singkil;

g. Sekretarial Daerah yang setanjLllnya disebut SETDA adatah Sekrelariat Daerah
Kabupalen Aceh Singkil;

h. Sekretaris Daerah yang selanjutnya djsebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Singkil;

i. Pimpinan DPRK adalah Kelua dan para Wakit Ketua DpRK, yang setanjltnya
disebut pimpinan DPRK Aceh Singkil.

j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal Kabupaten yang selanjulnya disebut
Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan peMakilan R;kyat K;bupaten Aceh
Singkil.

k. Sekretads Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan perwakilan R;kyat K;buiaten Aceh
S'ngkil.

l. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adatah
Perangkat Daerah pada pemerintahan Kabupateo A;eh Sjngiil.

m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang setanjuhya diseb!t APBK
adalah Anggaran pehdapatan dan Belanja Kabupaten Aceh'Sjnqk'l;

n Din^s a.J.lih qat"'n k6ri.



Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja perangkat Daerah yang meliputi
Badan. Ka.to-. RLmdh Sahir. lnspeltorar Sdtuan Polisi p.mong praja. WildydtLjl
H:sbah dda Perdddrn Kebakaran oi :ngkul.grn pemerinlah Kabupaten Aceh
Singkil;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil ;

q. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala
Rumah S€kit, lnspektur, dan Kepala Satuan

o.

p.

L

x.

v.

z.

Hjsbah dan Pemadam Kebakaran;

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas,
Aceh Sirigkil;

Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan
Singkil i

Badar, Kepala Kantor, Direktur
Polisi Pamong Praja, Wilayaiul

Badan dan lnspektorat Kabupalen

dan Rumah Sakit Kabupalen Acehs-

.t.
u,

Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Kabupaten Aceh Singkil I

Sub Bagrdn aoalah Sub Bagtan pada Dinas dan Lcmbaga Teknis Daeran
Kabupaten Aceh Singkil ;

Seksi aoaahSeksi paoa D nas, Rumah Sal il, ("nlor ddnS"luanpolisi pamono
Prala. W layalul Hisbah dan Pemadam Kebahdran Kabupaten A( eh Sinakrl ;

Sub Eidang adalah Sub Bidang pada Badan Kabupalen Aceh Singkil ;

UPTD adaiah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Djnas;

UPTB adalah Unit Pelaksana Teknjs Badan pada Badan;dan
KeJompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabalan lungsional pada Dinas
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



BAB II
r PEMBENTUKAN

Pa"ut Z

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagai
berikut :

1. Dinas Syariat lslam;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
,4. Drnas Sosial, Tendoa heria dan Irdrsmiorasi:

5. Dinas Pendidikan;

'6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

7. Dlnas Perhubungan dan lnformatika;

8 Dinas hehuta'l.n dan per^ebunor 
,

' S. Dinas Pekerjaan Umum;

10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan Usaha Kecil Menengah;
I L Dinas Perlanian I anaman Pangdn.

12. Dinas Petern.kan dan Kesehalan Hewan,

13. Djnas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;

14. Dinas Keper]dudukan dan pencatatan Sipil;
15. Eadan Perencanaan pembangunan Daerah;

16. Badan Kesaluan Eangsa, politik dan perlindungaf Masyarakat;
17. BadanPemberdayaanMasyarakat;

18. Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, pertamanan dan Kebersihani
20. Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Sejahtera;
21. lnspektorat Daerah ;

22. Rurnah Sakit Umum Daerah;

23. Kantor Ketahanan paogan dan penyuluhan; / t;+hr/ir"v
24. Kantor Arsip dan perpustakaan 

;

25. Satuan Polisi Pamong praja , Wilayatul Hjsbah dan pemadam Kebakaran; dan
26. Kecamalan.

Rt n, B,w,i,+//4
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Pasal3
(1) Dinas daerah merupakdn !nsur pelaksana otonomi daerahi
(2) Dlnas daerah mempLtnyai tugas nielaksanakan urusan pemerinlahan daerah

berdasarkan asas olonomi dan tugas pembantuan;
(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

menyelenggarakan Iungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umLtm sesuai

dengan lingkup tug6snya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; ddl
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupaii sesuai dengan tugas dan

fung..nya.
(4) Pada dinas daerah dapat dibentuk unil pelaksana teknis dinas untuk

melaksanakan sebagian kegialan leknis operasional dan/atau kegiatan ieknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III
DINAS.DINAS

' Bagian Pertama
DINAS SYARIAT ISLAM

Pa@gta{ 1' Susunan dan Kedudukan

Pasal4

Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas Syari'a! lslanrJerdiriCari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekrelariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidanq Dakwah dan Peribadatan;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat lslam;
f. Bidang Bina Hukum Syarial lslam;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah { UPTD );danh. Kelompok Jabatan Funcsional.

Sek.etariat terdiri dari I

a. Sub Bagian LJmum;
b. Sub Bagjan Kepegawaian dan Tatalaksana;dan
c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Program dan Pelaporan te,o ri ddri:
a. Seksi Penyusunan Program;
b. Seksi Data dan Inlorrnasi; dan
c. Seksi Pematauan, Evaluasidan pelapoian.

Bidang Dakwah dan Peribaddlan terd ridaril
a. Seksi Dakwah dan Syjar;
b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
c. seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.

B;dang Pengembangan Surnbet Daya Syariat tsldm ter.jiridari:
a. Seksi Pemb;naan Sumber Daya Keaqarrdan;
h Splci Pcmhina?n c

(?)

(1)

(3)

(4)

(5)



(6) Bjdang Bina HukLrrn Syarial tslarn terdjrjdari :a. Sel si Pembinaan Olmas lslam:b. )-- - i P.n_ o.1.r' ,jjn oetar', 
"r: o"nc. Seks B nbingan daf penyuluhan.

pasal 5
(1) Dinas Syartat lslam adalah perangkat Daerah sebaoaj

Pemer:nt ,"r hao-p ,ten A -.h SinoL , ;, L dan0 r," . r:nro*aan
petaksanaan syanjt slam dan/2) Dina\ 5r" tar ,slan lptnpin o.eh \^oro,q \.p" " L.^15 \"no
ddn bertrl 'r!Jnt,d,vob /enddd BupJt, q e d,,,, 5L^DA

unsur pelaksana
dan kekhususan

berada di bawah

paragral2
Tugas pokok, Fungsidan Kewenangan

pasal6

D,rd. Syar "l sld..t rro-lojnrdt lLq"5 melal.:"nak"- .J,ldc tmum ddn kn_sLsDe-ne- ror t,.bLp,lre a,.h crnor: Jdn pemoolg_ran 
", n.J""q ppi;1.;n"r"Svariat lslam

pasal 7
Unt!k rnelaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Syariat lslarnmempunya f!ngsi :

o a.'ol --n," ,n rI . ,o. ,..atoUs.l odn D.-os;o pen.u,.-dr p oiram leria lar..1 ,n _an9l,d.t 
e..ngah odn jang^a panjanq;. pe atsanaan rugas penelilian, pemantauan, " 

"uutruli 
"Jui- 

i,""L"pornnPen) elenggaraan svaridt lslamo. pe,aP)dnaa'l Leanio on ^ercr,ban oe,tbod.la1, pcnalaan carand d." da(!vah,par).raIdla- Sv.ar l^ldm penrFmoang,tn sefla pembindan,"rnl.j"_f"r'0"g,
heagamaan lslam

s.

oen)iapan sLrbe.bo,,a /anq lre,hubunrto, -eJgdl pea^saraan Syar,Jt ls,am0an penegakan huh!m SyJrial;
peldl\arJdn omb:nqon odn pengowrctn la,hldop pcldksrndan Sydr:.1 l",dmor re-gah-teng"h maslar"h.t;
pe/rdp!1 rcn.angdl oo,rL- oan prodLh nulum ja:rnya lenlang p.laks6n]an5yarial lslam dan penyebarluasannva
rembdqa e,odsd pe;s;L";;;; t;i;y::'lo rre''o 'n ^ern 

rraan oenqdr
pcmbind.ll Unit peh^sana I elnis D nd5: danpelahsdnaan lugas tuqas ledtnasan latnn
.lengan bidd.t ruqasnvr. 'ya \dng dlher'l rn oleh Bupdl; 'e',] ;

h.
i.

pasalg
lJnlu h rnenyelenggaralan funqs sebaqai
Isram mernpunyai kewenanaan . rnana dimaksr'ld pada Pasal 7, Dinas syariat
a. menyelenggarakan a;rntn/slrast u

Syanat lslarni rrnum dan keuangan dilingkungan Dinas

! l:;-"1::.l"b"..oros,o1 dj o.crdns Syd.,dr tsjamu rneteslalrhanfijai-nilailslamr:
0. melakukan peneliltan dan penoembangan dibidang pelaksanaan Syariat /sjam;e. neng€wasi,drn memb moinq iela(sanaan Syar aris,am;,, reaKUKan hertasamaderaan,emha^ga,c.nbigd peneg-^.tn hu.umsrdt;at; odnq. rnembind oa^ ., ensow",i tenh"ga pune".oJnsl" iii;;i.r'd;;;, ii"p ilj,:



(1)

(2)

Pasal 11

Dinds Ke5enala,1 adalalt Perdnghat Dae'ah seDagar uns-' peldl\sana

Fo,i""nranan xaorpulen di D;darg keseh_ran dan

bi;;'i;;;;;ir; ;i p,npin oleh ;eorans hepala Dinas vans berdda dr bawah

i"" o"']""gguiq ;"*"b kepaod Bupali 'neralui sEKDA

Patagtat 2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan'

nembancunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehaian sesuai dengan

eeratura-n Per und"ng-LndanOan yang berlaku'

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12' Dinas Kesehatan

memounvat{uflqsi:

" p.lit."na-an urusan ketalausahaan Dinas:

l b"'rt"i"i l"olaksaraan tekhnis di bidd-q Kesehatan habupaten;

;. ;;;;;; ;;(;menoasi dan pelaksair:an pelavanan umum dibidans

Kesehatan:
a FeLr.sinuln oun Pembinaan teknis dibidang Kesehatan;

L p"tlinuun tul.nudap Unlt Pelaksana Teknis Dinasi dan

; ;;;;;:;;;;U;;-iusas t<edinasan iainnva vans diberikan bleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya

Pasal 14

Untul' menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13' Dinas

x"."notan te.pl'.yui kewenangan sebagai berikut:

ul'' p"nvui"ngirutiu,l slandar M n:mal Pelayanan Kesehatan;

i puariuurlu"n_ |."f.omendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana

kesehalan;
.. il""i"-su;in oun pengendalidn wabah, pandemi dan penyakit.m.enular;

;. ;;;;;;;;; ;;" feninssulansun p"nvalahsunaan obat dan NAPZA:

e. Penqa-aan dan pengolahan obat esensial;
; ;;;;;;;;;;;; p'iqram (eluarsa Berencana dan Keseharan lbu dan Anak;

g eenyelenqgaraan jaminan sos'al kesehalan;

i. Penyetenggaraan penitaian dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan

35lr","nggu,uun o.tbiayaan pelayanan hesehalan;
p"niuinu# leknis di Dro;ng sumber daya lenaga kesehaldn regrisu'rsi dan

akreditasi tenaqa dan sarana kesehalan:
Ff ,*"i"noo",u'un pundidikan dan pendaydounaan tenaga kesehalanl
penyeten66araan penggunaan konseryasl pengembangan dan pengdwasan

L
j.

k.
L

lanaman obal;
In. Plnvelenoqaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi

kesehatan, dan stanOar etika penelitian kesehatan;

". 
p"nu"iunotiiuun penggunain bahan tambahan (zat Aditif) tenentu untuk'' 
mur.inin"oinp"neiapjn-pedomanpengawasanperedaranmakanan:

o Penvelenooaraan Sistem jaminan pemeliharan kesehatan masyarakal:

p. p"iiliip"""" i"uluian ui,tut mendukung pembangunan bidang kesehatan

daerah;
o- PenvelenQqaraan dan penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang
' 

kesehatan daerah yang \tajib dilaksanakan oleh Kabupalen;



s.
t.

Penalggu,angdl. Wobdr dan Bencana yang berskola haoLpate,l:
Penyeledggaraan si)lefi kesehalan dderah;
Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuajperaturan Perundang-undanqan; dan

Baglan Ketiga
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

. paragraf 
1

Susunan da; Kedudukan

pasai 16

Susunan Organjsasi Dinas Kelautan dan perikanan, terdiridari:a. Kepala Dinas;
b. Sekretariati
c. Bidanq Pednanan Tanokao:
d. Bidanq Perjkanan Bu.lidav'
e. B;dang Pengembangan p'esisir dan pulau-pulau Kecil;l. Eidang 

.Pengawasan, 
pengendalian dan pemasaran;

g. Unit Peldksana Teknis Dinas (Upl D).danh. Ketompok Jabatan Funqsionai.

Sekretariat, lerdiri dari :a Sub Bagian penyusunan program, Slalistik dan pelaporan;
o. UrrO Bag;an Kepegawaian dan Tala Laksana; danc. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perikanan Tangkap, terdiridari :a. SeksiBimbingan Usaha dan penangkapan;
b. SeksiSarana dan prasarana: danc. SehsiTeknologipenangkapan.

Bidang Perikanan Budjdaya, terdjridari :a. SeksiBjmbjngan Usaha perikanan Budidaya;o. Seksi Perbenihan, Hama dan penyakit; da;c. SeksjObservasidan pengembangan.

^Bidang_Pengembanban 
pesisir dan pujau - pulau Kecil, terdki dari I

:. ::ll:i 1:m?erdayqan 
pesisir dan putau_putau Kecit;o. uexst tksplorasidan Eksploilasj;danc. Sekst Konservasi dan Rehabilitasi.

u. Penyelenggaraan dan pengtwasan kerjasama dibidang kesehalan.

Pasal 15
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal .10, dipimpin oleh seorang
^ Sekretaris ydnq berada dr bawahdan berlanggunq lawau,,eial'a i"""f" oi""r,rzr uOdng-Utddlg sebagaimana dimaksud pada pasal 10, dipimpin o,en seordngKepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 1Jrll"6 f,"p"J"-f<"0.f"

Dinas sesua; dengan b;dang tugasnya,
rJ) Sub Bag,dn-cJb bagJan sebdgaimana oimaksLo pada pasal j0, dipimo,n o,eh

:::lal9^Kepata SLlb Bagjdn yang berada dr bdwah dan berlanqgunq iawab
. Kepaoa Uexretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Selsi-seksi sebagaimana dim;ksud paja p;sal'1d, djpimpin oteh seorang Kepalaseksr yang berada di bawah dan hertanggung jawab kepada Kepala- Bidangsesuai dengan bidang tugasnya.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10



(6) Bjdang Pengawasan, Pengendalian dan Pemasaran, terdiridari :

a. Seksi Penqelolaan Hasil Produksidan Pemasaran Penhanan;
d. Seksi Peniawasanlrengeloladn Kelautandan Perikanan;dan
e. Seksi Perizinan dan Penyuluhan,

Pasal 17

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan;dan

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan diplmpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

' Parcgtat2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Kelaulan dan Perikanan mempunyai lugas melaksanakan tugas 'um!m
Pernerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Peaikanan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

lJntuk melaksanakan tugas sebagajmana yang dimaksud pada Pasal 18, Dinas
Ke,aulan dan Perikanan mempunyailungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah danjangka panjang;
c. pembinaan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
d. pembinaan teknis di bidang Kelautan dan perikanan;
e- pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
f. penrberdayaanmasyaaakatpaniai;
g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik dae.ah sesuai kepe.luan dan kondisi

lingkungan ekonomi daerahi
h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologianjuran;
i. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyulohan bidang

kelautan dan perikanan;
j. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan d€n perikanan;
L pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinasi dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Dinas
Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi sena suaka

dj wilayah laut kewenangan Kabupaten;
b. Pemberian rekomendasi usaha usaha dan pengawasan pembudidayaan,

hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut
kecuali penangkapan lkan secara tradisionali

c.
d.

L

Penataan dan pengelolaan perairan didarat dan perai€n laut;
Penetapan kebljakan dan pengawasan eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan
kekayaan laut sebatas wilayah Iaut kewenangan Kabupaten;
Pemberiqn rekomendasi dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah
perajran kewenagan Kabupaten;
Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;



g. Pembangunan dan p"ng"lotr"n pungk)n dun p"naurut"n it un;
h. Pembinaan oemukiman nelavan:
i. Penetapan ;erlifikasi mrltu din sarana perikanan;

i. Pengendalian lerhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
k. Pemberian rekomendasi dan pengawsan terhadap pengelolaan has;l perikanan;
L Pengelolaan dan pengawasan pesisir panlai, hutan bakau, lerumbu karang dan

sungai dalam lingkup Kabupaten dan Pulau-pulau Kecil;
m. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut

diwilayah kewenangan Kabupaten;
n. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan

Perikanan;
o. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayananan rninimal dalam bidang

Kelaulan dan Perikanan yang wajib di laksanakan oleh Kabupaten;
p. Penyusunan rencana bidang Kelautan dan Perikanan;
q, Pengolahan dan penyelenggaraan perlindungan sumbe. daya alam termasuk

yang ada diwilayah laut didalam 4 (empat) mil;
r. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan inleanasional atas nama Daerah

bjdang'Kelautan dan Perikanan;
s. Penyelenggaraan Ekspon lmpon sesuai peraluran Perundang-undangan yang

berlaku;
t. Penyelenggaraen riset dan tekhnologi bidang Kelaulan dan Perjkanan yang

tidak berisiko tinggi;
u. Penyelenggaraan sistem Kelautan dan perikanan;

v. Penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
w. Pengawasan leknis Terhadap pelaksanaan seluruh peraturan

undangani dan
x. Penyelengggaraan dan pengawasan kerja sama bidang Kelaulan dan

Perikanan.

Pasal2l
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Djnasj
(2) Bidang-Bidang sebagajmana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Eagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
sesuai dengan bidang lugasnya.

Bagian Keempat
DINAS SOSIAL , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal22
(1) SLrsunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdjri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariati
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Pemberdayaan Sosial;

perundang-
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e. Bidang Bantuan dan Jamina; Sosial;
f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
g. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ;' h. Bidang Hubungan lndustrialdan-Jaminan Sosial Ketenagake.jaan;
i. BidangTransmigrasi;
j. Unit Pelaksana Teknis Djnas (UPTD); dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sek.elariat, lerdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiridari :

a. Seksi Data dan lnformas:;
b. Seksi Penyusunan Program;dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan.

' (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, lerdiri dari :

a, Seksi Pemberdayaan Sosial f,rasyarakat;
b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan;dan
c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.

(5) Bidang Banluan dan Jamina; Sosial, terdiridari I

a. Seksi Penanggulangan Eencana;
b. Seksi Pengumpulan Sumbangan Sosial;dan
c. SbksiJaminqnKesejahteraanSosial.

. (6) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiridara :

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosjal Tuna Susila dan Penyandang
Cacall

b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narko_lIa -dan Bekas HJ.lkuman;
dan

c. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.

(7) Bidahg Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja; dan
c. Seksi Keselamalan Keda.

(8) Bidang l{rrbungan lndustrialdan Jarninan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
a. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosialdan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
b. Seksi Hubungan lndustrialdan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial.

(9) Bidanq Transmigrasi, lerdiri dari :

a. SeksiPengerahandan Penempatan;
b. Seksi Pemberdayaan l\rasyarakat Kawasan; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan.

Pasal 23

' (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmig.asi adalah Percngkai Dae€h sebagai
unsur pelaksana Pemerinlah Kabupaten di bidang Sosialdan Tenaga Kerja; dan

l3



i2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan T;ansmigrasid pimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan benanggung jawab kepeda Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2' Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

Pasal24

Dinas Sosial, Tenaga Keta dan Transmiqrasi mempunyai tugas metaksanakan lugas
umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Sosial dan ketenagakerjaan sesuai
dengan Peratuaan Perundang-undangan yang berlak!.

Pasal25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmig.asi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan prog.am kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan! perencanaan kebijaksanaan leknis di bidang kesejahteraan sosial,

ketenagakedaan dan transmigrasi;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial,

ketenagakerjaan dan transmigrasi;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga

le.kait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan
ti'ansmigrasi;

L pemantauan lerhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan
dan taansmigrasi;

g. pembjnaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesLrai

dengan bidang tugasnya.

Pasal26

Untuk menyelenggaraka fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan T.ansmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang

kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja puana
karya;

e.

melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja;
menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten serta
mengawasi pelaksanaannya;
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja,
pengawasan dan perlindungan lenaga keaja serta senifikasi Keselamalan dan
Kesehatan Keda (K3);

f. mengalokasikan sumber daya m6nusia potensial di bidang kesejahteraan sosiat,
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang keseje.hteraan sosial,
ketenagaker.iaan dan transmigrasi;

h. perencanaan dan pengendalian pembangunan aegjonal secara makro di bidang
kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmjgrasi;i. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang
kesejahleraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;j. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial,
pelayana.n dan rehabiljtasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;k. memberikan bantuan dan jamjnan kesejahteraan sosial sena perencanaan
program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;

c.
d.
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(1)

12)

n,

(1)

\.
nembe'ikon bdI lUan dd1 jajl-inan terhadap peJmasaldhdn kesejahleraan sosta'
khusLs ak,bal 

^o-lli(, 
bencdra alam dan bencdna sosidl:

melestal'k€n ntla:-nia, (bpahlawanan. keper,rlisan dan kejuangan serla nitai.
njlai keseliakawanan sosialt dan
nelaksanakdn pengawasan penempatan pekerja sostal dan Iungsrondl panli
sosial.

pasal2i

Sekrelarial sebagdi-nar d dimaxsud pdda pasal 22, dipimpin oteh seoralg
Sehrelalls yang berada di bawah ddn bertanggung jawao kepada Kepala Diras;
Eidang-Bidang sebaga.nana o;-nakbLd paoa pa;;l 22. dipimpin ojefr seo,rnL
Kepa'a Btdang ydng berada di bawah dan benanggung jdwab kepada Kepaj;
Dinas sesuai dengan brdang luqasnya;
Sub Bagian-sub bagian sebagairnana dimaksud pada pasat 22. dipimpin oleh
seorang^Kepala Sirb Bagiao yang berada di bawah dan Oenanggunil lawaOkepadd Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
SeKsr-sehst sebaga:mana dimaJ.sud pada pasal 22, dipimpin oleh seorano
Kepola Seksi yang berada oi bawdh dan benanggung jawaO tepaoa Xef"iJ
Bidang sesuai dengan bidang iugasnya.

Bagian Kelima
DiNAS PENDIDIKAN

paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

Susunan Organjsasi Dinas pendidikan, terdirjdari :a. Kepala Djnas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan pelaporani
d. Bidang Pendid;kan pra sekolah. Dasar dan I anjulan;e. Eidang Pendidikan Menenaah:
f. B:oang Pendidikan Luar Bi;sa, I uar Sekotah dan Dayarr;g. Un,l Pelaks"na Teknis D;nas (Up I D); dan
lr. Kelornpok Jabatan Funqsional.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Baqian Umumi
b. Sub Eagian Kepegawajan dan Tata Laksana;dan
c. SLrb Bagian Keuangdn.

Bidang Program dan pelaporan, terdiri oari :a. SeksiData dan lnformasi;
b. Seksi Penyusunan program; dan
c. Seksi Pcmantauan, Evaluasidan pelaporan.

Bidang Pendidikan Pra sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri darj :a. Seksi Pengembangan Kurikulumi
b. SeksiTenaga Teknis;dan
c. SeksiBantuan Sarana

Bidang Pendidikan Menengdh, lerdiri dafi :a. Seksj Pengembangan Kurikuluml
b. SeksiTenaga Teknis; dan
c. Seksi Bantuan Sarana.

(3)

(4J

(2)

(3)

(4)

(5)

t5



(6) Bidang Pendidrkan Luar Biasa, Lu6r Sekolah dan Dayah, terdiri dari :

a. Sek.i Pengembangan {urikulum;
b. Seksi Pendidikan Luhr Biasa dan Luar Sekolah: dan
c. Seksi Pendidikan Dayah.

Pasal29
(1) Dinas Pendjdikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur

Pemerinlah Kabupaten di bidang Pendidikan; dan(2) Dinas Pendidikan dipimpin oteh seorang Kepata Dinas yang berada
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pazgrcl2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

pasal30

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tLtgas umum pemerintahan dan
pembangLnantr'btdong peno d kan dan pengojarar.

pasal3l

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30, Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka nrenengah dan jangka panjang;c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendjdikan, pengajaran dan p'enddikan

dayah;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan,

pengajaran dan pendidikan dayah;

pelaksana

di bawah

e,

t.
s.

h.
i.

penyiapan rancangan Peraluran dan produ^ hukum ot b;ddng penyelenggdraan
Pendid,kan, pengajaran dan pendidikan oayan:
pembinaan teknis Pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
pemdnlauan, Evalua5i dan Pelapordn penyetenggaraan pendid,han, pFngaj"ran
dan pendidikan dayah:
pembinaan Unit Petaksana I ekris D;nas (UpTD)i dan
pelaksanaan lugas-tugas kedinasan lainnya yang diberi\an oteh Bupdli se5uai
dengan bidang tugasnya.

pasal32

Untuk..menyelenggarakan fungsi sebagainana dimaksud pada pasal 3j, Dinas
Pen0r0rKan mempunyai kewenanqan :a. pe.umusan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan,

Pengajaran dan pendidikan dayah;
b. peoyel€nggaraan dan pengawasan_ standar pelayanan minjmal dalam bidang

Pendidikan, Pengaiaran dan pendidilan dayah;c. Penyusunan rencana bidang pendidikan, penqaiaran dan pend;d;kan oavah:0. Penyelenggaraa.t sjslem pendidikan, pengaiaran dan Dendidikan oavah:'e. Pengawasan teknis terhadap pelaksan;;n seluruir peraturan 'p"runa"ilg_

, undangan di b;dang pendidikan, pengajaran dan pendidjkan davull '- - ]-
r. Heoyetenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang penoidikan, pengajaran

dan pendidikan dayah;g. Penyelenggaraan penentuan kebutuhan lisik m;nimum;h. Rekomendasi dan standarisasi bidang pendidikan, pengajaran d6n pendidikan
dayah;

i. melaksanakan pendidikan dan pelalihan
pendidikan dayah; dan

bidang Pendidikan, pengajaran dan



I.

(1)

(2)

(3)

(4)

\.

menqatokasikan sumber daya manusia polensial'

r Pasal33

Sekretariat sebag?imana dimaksud pada Pasal 28' dipimpin oleh seolang

;ii;;;;;;*" G;;J- dioawah can benanssuns jawab kepada Kepala Dinas;

Bidanq-Biding sebagaimana dimaksud pada Pasal 28' dlplmpln olen seorarrg

[#; ;;;;; ;;;;;;iiJu oi nu*un d:n benanseuns jawab kepada Kepara

Dinas sesuai denqan bidang tugasnya;
:;;;;;;i;;; Baoian se-buqiimana dima\sud pada Pasal 28 dipimptn oleh

;#;; ru;; l;-B"e;;;"s berada di bawah dan bedanosLrns jawalr

iJouJu's"ii"rur.i".u.uaiaengan bidang tuqasnva: dan

i:,i"J:j."i ;;;;;;;;;;" iii'ut",o p-aai paiat 28' dipimpin oreh seorans

i:;;; s;tiy;;?;;;aoa Ji oa*at' dan berlanssuns jawab kepada Kepala

Bidang sesuai dengan bidang lugasnya

Bagian Keenam
DINAS KEBUDAYAAN , PARiWISATA , PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

1t1 Susunan Organisasi Drnas Kebudayaan, Pariwisata' Pemuda dan Olah Raga'

terdiri dari :

\21

(3)

(4)

(5)

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c, Bidang Program dan Pelapo.an;
d. Bidang Kebudayaan;
e. Bidana Pariwisala;
f Bidan; Pomuda dan Olah Raga;
o. unit P;bksan Teknis (UPT) oinas; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat. terdiri dari :

a. Sub Baaian Umum;-. 
suu eaiian t<epegawaian dan Tata La(sana: dan

c. Sub Bagian Keuangan.

B;dang Program dan Pelaporan, lerdiri dari :

a. Seksi Data dan lnformasi;
b. SeksiPenvusunanProgram;dan
c. seksi Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan

Bidano Kebudavaan membawahi :

a- sJtsi Petesiarian NilaiAdat dan Budaya;
O. Seksi Pembinaan Apresiasi Kesenia. dan Kebudayaan; dan

c. Sek6i Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan'

Bidang Pariwisata membav"ahi:
a. Seksi Pengembangan Destinasi;
b. SeksiUsaha Jasa dan Produk Pariwisataidan
c. Seksi Penyuluhan, Pelayanan dan Pemasaran'

Bidang Pemuda dan Olah Raga membawahi :

a. Seksi Kepemudaan; .
b. Seksiolah Raga; dan
c. Seksi saranadan Prasarana.

(6)

I'l



d.
e.
t.

t.

.j.

d.

e,
L

Pasal35

(1) Dinas Kebudayaan, Fariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah perangkat
Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Bupaai
melaluiSEKDA.

Paftgtat 2
' Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal36

Dinas Kebudayaan, Padwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas
melaksanakan lugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayain,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan peraturan peruno'ang-undangan
yang berlaku.

Pasal3T

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan djnas;b. penyusunan prcgram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebjjakan teknis di bidang Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

Olah Raga didaerah;
pembinaan teknis di bidang Kebudayaan, pariwisala, pemuda dan Olah Raga ;pembinaan terhadap usaha pariwisala;
pemberian rekomendasi perizinan di bidang Kebudayaan, pariwisata, pemuda
dan Olah Raga ;
penyiapan rancangan petdluran dan produk hukum di bidang Kebudayadn,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Ragai
pengawasan dan pengendalian di bjdang Kebudayaan, pariwisala, Femuda dan
OIah Raga;
pembinaan Unit Peiaksana Teknis Dinas {UpTD); dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

L,ntuk. menyelenggarakan fungsi sebagaimana djmaksud pada pasal 37, Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangdn sebagai
berikut:
a. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan. kaiian

sejarah, nilai tradisionaldan pengembangan bahasa serta budava daerair:o. menyusun program kerja di bidang pariwisata, Kebudayaan, pemuda dan Otah
Haga;

s.

h.

c_ rneningkatkan sumber daya manusta potensiat di bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan OIah RaOai
rnengembanokan dan nenala objek dFn sarana di biCana KebLrdavaan.
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuaidengan Syariat lslam:
mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan atraksi/
penunlu.kan dr btdang kebudayaan, pariwisala, pemuda dan olah raga.
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(1)

(2)

(s)

(4)

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

. \.

. Pasal3g

Sekretariat sebagaimaara dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang
Sekrelaris yang berada da bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di tlawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris sesuaidengan bidang lugasnya; dan
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seoranq
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya-

Bagian Ketujuh
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA

' Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal40

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan lnformatika, terdiridari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekrelarial;
c. Bidang Program dan Pelapoaan;
d. Bidang Perhubu.gan Daraldan Sungai;
e. Bidang Perhubungan Laut;
f. Bidang Perhubungan udara;
g. Bidang lnformatika;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
i. Kelompok .rabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

Bjdang Program dan Pelaporan. terdiridari I

a. Seksi Data dan lnformasi;
b. Seksi Penyusunan Program;dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan.

Bidang Perhubungan Darat dan Songai, terdiridari l
a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat, Sungaidan Danau;
b. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan pembinaan Sarana; dan
c- Seksi Uji Teknik dan Kelayakan Kendaraan.

3idang Perhubungan Laut, terdiri dari:
a. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan;
b. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
c. Seksi Penjagaan dan Keselamatan.

Bidang Perhubungan Udara, terdiridari :

a. SeksiAngkutan dan Bandarudara;
b. Seksi Sertifikasj Kelaikan Udara; dan
c. Seksi Telekomunikasi, Navjqasi dan Listrik.

(6)

I9



(lJ Brdarg tnto.mattkd, tero ;dad. 5els: Pemberoayaan Stslem InJormdsidan Te^nologi.b. Sqks: Manarerneh Database dan peiayanan Muoiu; dunc. Seksi pos dan Telekomuntkasi

pasal4l

'-' i#;,:::""'3;;1t 1";,li.ff:[fl 'ie":.11ah 
pe'I anskar Dae,ah sebasai uns J.(2r D.nas pe.hubuns;;;;; ,;"fri#.".i:l 

o.ldang perhubunsan dan informatika: dan
o"'."ou ai uo*ini"un-o"u^;;r"rilil l.j_.Ji lii;lJj"ff:i,fl?i"ilitt"n$i"" t".,

parcgral2
Tugas,rokok, Fung;i dan Kewenangan

pasat42
Dinas PerJ_LbLngan oan lniormatika m.pemennrarran da'n'pei-o;il ;;ft [,,j;;li:iilft Jl gff fll?1,""1]Tf[,usas 

umum

pasal 43
Unluk melaksanakan tLroas sebaoain

l*n :*: g: :^o^ii,lj...;1i ;n.;;;"",;;i"r,l,iesd,maksud 
pada pasar 

4 2, D;nas
o. perirKsanaan urllsar ketatausahaan Dinai;u. penyusunan program lerla tahLlnan.. 

flilmll jl ";;;?: 
"1 

"!: ;"iT'1j: #l'il-T:"""J1'*;i, u;llf 
,ooll€if 

, 
0" 

"d.

t.

s.
ff drlf"li:j,',t-xti::ff lt$illilff :f ,lii".#j,it;

ffdtr,x? 
jif#;,'"",ttrtT"::? iil+i",j[i'#1,;""]j,"*;g;g";,5,,,""0",

perencanaan tata ruang perhubunoanl

3:l: l',"; lltil',,'#i""T ;3;;o- 
in ro.' u r,iu ;

pemonaan 
_Unir 

petaksana Ieinis Dlnas (Up1 D); dan

#';Ti'iJ"fi"H:""ffis kedinasan lainnva vans diberikan oreh Bupari sesudi

h
i.
j.
k.
L

pasal44

H:i;:#?:L# fli:?x."ji # l'":; 
"?'j-s: 

jT a na d jm a ks ud pada pasa r 4 3, D;n a s

^ :xf*rfflli;:L"* un#*J:iil"ffi:T:l?::'"1;" ;*;,""

in'l*m;#ffN-**ffiT:::
an terminal dan perparkiran;
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t.

j.

k.

L

menyelenggarakan aun n]"ngu*"al jaringan trayek, komposisi' angkutan,
pember dn rekomendasiian perizinan pengoperasian dngkuran;
member.lal rekomenddsi. penyelerqgaradn dan pengawoson penan'aatan
jaringan lintas sungai, danau, laul, daiat dan Lrdara;
memberikan rekomendasi, perizinan dan pengawasan pendirian sekoJah
mengemudij
menelapkan rencana dan kebijakan untuk mendukung tugas pernbantuan
dibidang perhubungan dan informatika;

m. menyelenggarakan dan nengawasi slandar pelayanan minimal dalam bidang
perh!bungan dan informalika;

n. menyelenggarakan kualifiLasi urusan jasa, sistem dan promosi bidang
perhubunqan dan informatika;

o. melakukan koordinasi dalam raogka pemberian rekomendasi dan pengawasan
reklamasi, kapal keruF dan salvage;

p. menelapkan kebijakan teknis pembangunan dan pengawasan terhadap
pengelolaan pelabuhan dan bandar udara;

q.
L

s.
t,

(1)

(2)

menetapkan kebijakan teknis dibidang inlormatika;
menetapkan rencana umum jaringan Sarana dan prasarana
pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;

kenavioasran.

(3)

u,

(4) Seksi-seksi sebagalmana dimaksud pada Pasal40, dipimpjn oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
sesual dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapen
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEEUNAN

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

(1) Susunan Organ,sasiDinas Kehutanan dan perkebunan, lerdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Perbenihan dan Bina produksi;
e. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Usaha:
L Bidang Pembinaan dan Perlindungan;
g. Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); danj. Kelompok Jabatan Fungsional.

menyelenggarakan dan me.gawasi Daerah Linqkungan Kerja Perairan (DLKP);
menyelenggarakan pemanfaalan, pengelolaan sistem informatika dan teknologii
dan
menyediakan intormasj melalui database, pelayanan media, pos dan
lelelom-r'ka\r

Pasal45
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipjrnpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepata
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasat 40, dipimpin oJeh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bedanggung jawab
kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

21



(2j Sexrclalial, leroi.i oa :

a. SLrb Bagidn Lmum i
b. SubBagian Kepegawaian dan Jata Laksanat dan
c- Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan pelaporan, terdiridari :

a. Seksi Data dan lnformasil
b- Seksi Penyusunan program; dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasidan pelaporan.

(4) Bidafg Perbenjhan dan Bina produksi, terdiri dari I

a. Seksi Perbenihan;
b. Seksi Bina Prod!ksi; dan
c. Seksi Pengembangan Tanaman.

,5) Bidang Pemasaran dan Kejembdgaan Usahd, terd:ri dari :

a. Seksi Pemasaran;
b. Seksi Kelembagaan Usaha:dan
c. SeksiPromogi dan Analisis pasar.

(6) Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiridari :

a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
b. Seksi Perlindungan dan Konservasi;dan
c. Seksi Perizinan dan lnventarisasi Kawasan.

(7) Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi, terdiri dari:d. SeksiPeningkatan Sumber Daya Manusja;
b. Sek.i Pengembangdn dan pemanfaatsn [eknologi: danc. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaqa.

Pasal4T

(1) Dinas Kehltanan dan perkebunan adalah perangkat daerah sebagaj unsur

^ 
pelaksana Pemer;ntah Kabupaten di bidang Kehula;an dan perkebund"n; dantzl urnas Kehutanan dan PerkebLndn dipimpin oleh seorang kepala Dinas Vangberada di bawdh dan bertanggung jawab kepaOa Bupati meialut SEKDA. '-

patagrcf 2
Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan

pasal4S

Dinas Kehutanan dan Perkebuoan mempunyai tugas melaksanakan tugas umumpemerintahan dan pembangunan di bjdang KehutanJn dan perkebunan. "

. pasal4g

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada pasal4g, Dinas Kehutanan
oan Perxeounan mempunyaifungsi :a. pelaksanaan urusan ketalausahaan Dinas;b penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan janqka panidnq:c. perumusan kebi.jakan teknis, sesuai peraturan perundanglunisniail ra.,berlaku;
d- penyelenggaraan tugas Kehutanan dan perkebunan termasuk perizinan danpelayanan umLm;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pdngendalian terhadap pelaksanaan
lugas dj bidang Kehutanan dan pe.kebunan;

e.

f.

s.
pembinaan un;t Pelaksana Teknis Djnas; dan
peiaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai \,dengan bjdang tugasnya.



. 
\.

Pasal50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksld pada pasal 49, Oinas
Kehulanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan
dan perkebunan;

b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan balas hutan produksi dan
hutan lindung,

c. menyusun pedoman dan menyelengqarakan tata batas hulan, rekonstruksi dan
penataan batas kawasan hutan produksidan hutan ljnduno;

d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan
wilayah laman hutan raya;

e. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunani
f. menyelenggarakan koordjnasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit pengelolaan

Daerah Aliran Sungail
g. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimenlasi,

produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungali
h. meoyelenggarakan perizinan meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan

flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasilhutan dan pdrkebunan;
i. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida. alat dan mesin di

bidang kehutanan dan perkebunan ;j. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan
pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;

k. menye,enggarakan dan mengawasi kegiatan rehabiljtasi, rektamasi, sistem
silvtkullur, budidaya dan pengolahan;

l. menelapkan pedoman untuk penentuan t"r:f pungulan hasil hutan bukan kayu;m- menetapkan kawasan serta perubahan tungsi dan status hutan dalam ra;gka
perencanaan tata.ruang;

U.

melaksanakan perlindungan dan pengamanan hulan dan perkebunan;
menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis
penelitian dan pengembangan lerapan bidang kehutanan dan perkebunan; .

menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan
perkebunan;
menata alokasisumber daya manusja di bidang Kehutanan dan perkebunan;
menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan b;nih
unggul;
melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan;
menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehu6;an dan
perkebunan;dan
menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan induslri primer di
bidang kehulanan dan perkebunan,

n.

p.

q.
L

s,
t.

PasalSl
(1) Sekretaraat sebagajmana djmaksud pada pasal 46, dipjmpin oleh seorang
.-. Sekretaris yang berada di bawah dan bedanggung jawab kep;du Xupifu Oinu";(r) 

9io_"lllPig:19 sebasaimana dimaksud pad;pa-s;t no, oirjimpin oEnieo,alls
^epata 

6tdan9 yang berada di bawah dan bedanggung jawab kepada Kepal;
^ Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;(3) Sub Eagjan-sub bagian sebagaima;a dimaksud pada pasat 46, dipimDjn oleh

seorang-Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanqaunq iawab
kepada Sekrelaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan(4) Seksi-seksi sebagaimana di;aksud p;d; pa;at 46, dipimpin oteh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j;w;b kep;;a-K;p;la
Bidang sesuaidengan bidang tugasnya. 

.



(2) Sekretariat, terdiridari :

a. Sub Bagian Umum,;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdjridari:
a. SeksiDala dan lnformasi;
b. Seksi Penyusunan program;cjan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasidan peJaporan.

(4) Bidang Perbenihan dan Bina produksi, terdiridari :
a. Seksi Perbenihan;
b. Seksi Bina Produksiidan
c. Seksi Pengembangan Tanaman.

(5) Biddnq Pemdsdran dan {elembagaan Usaha, lerdifi dori :
a. Selsi Pemasaran
b. Seksi kelemoagaan Usaha;dan(. Seksi Promosi dan A.alisis pasdr.

(6) Bidanq Pemb:nao1 dan pertindungan, terdiri dari .

a Seksi Rehdbititasi HLlan dan Lahan;
b. Seksi Perlindungan dan Konservasi;dan
c. SeksiPerizinan dan Jnventarisasi Kawasan.

(7) Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi, terdiridari:a. Seksi Pen;nghdtan Sumber Daya l\,janusid;
b. Seksi Pengembdl.gan dan pemanfaatan f;knotogi; danc. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

pasal 47

(1) Dinas Kehutanan dan perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur
,^, pelahsana Pemerintah Kabupaten dibidang Kehuta;n dan pert":Ou"u""; Oun(z) Drnds Kehulanan dan Perkebundn dipimpin oleh seoranq kepala D:nds Vang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali me]alui SLKDA. '
paragrcf 2

Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan

pasal 48
Dinas Kehutanan dan perkebLlnan mempunyaj lugas melaksanakari tuqas umumpemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutana; dan perkebunan.

. Pasal4g
Untut melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal4g, Dinas Kehutanan
oan PerKebunan mempunyaifunqsi Ia. pelaksanaan urusan ketalatsahaan Dinas;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan ianoka Danianolc. perumusan kebUakan teknis, sesuai peraturan perundingiunjsni;na'r..,

berlaku;
d. penyelenggaraan tugas Kehutanan dan perkebunan termasuk perizinan danpelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lerhadap pelaksanaan
. tdgas di bidang Kehutanan dan perkebunan; -
f. pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas; dan ,. . -.g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesrlal:;*.* {.,,r'..

dengan bidang tugasnya. - --*";- 
,:t 
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e.

l.
m.

' Pasalso

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :
a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan

dan perkebunan:
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan

rulan lindunO,
c. rfenyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonsrllGi dan

penataan batas kawasan hutan produksidan hutan lindung;
d. menyusun pedoman pefibentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan

wilayah taman hulan raya;
menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hulan berdasarkan Unit Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai;

g. rnenyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi,
produktililas lahan pada Daerah Aliran Sungai;

h. menyelenggarakan perizinan meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaalan
flora dan fauna yang lidak dilindungi, pengolahan hasilhutan dan perkebunan;

. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di
bidang kehutanan dan perkebunan ;j. melaksanakan pengamatan, peramalan organjsme lumbuhan pengganggu dan
pengendalian hama terpadu tanaman kehulanan dan perkebunan;

k, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabililasi, reklamasi, sistem
silvikullur, budidaya dan pengolahan;
menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka
perencanaan tataruang;

n. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
o. menyedjakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

penelitian dan pengembangan terapan bidang kehulanan dan perkebunan; '
p. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan

perkebunan;
q. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
r. menetapkan slandar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih

unggul;
s. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan;
l. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehutaoan dan

perkebunan;dan
u. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industrj prirner di

bidang kehutanan dan perkebunan.

pasal5l

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin o'eh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepalt
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 46, dipimpin oleh
seorarig Kepala Sub Bagian yang berada dj bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekrelaris sesuaidengan bidang tugasnya; dan(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 46, dipjmpjn oleh seorang
Kepala Seksj yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal;
Bidang sesuaj dengan bidang tugasnya.



(1)

Bagian Kesembilan. 
PINAS PEKERJMN UMUM

Patagrcf 1

Susunan dan Kedudukan

' Pasal52

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, lerdkidari:
a, Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidano Program dan Pelapolan;
d. Bidang Bina l\4arga;
e. Bidang Cipta Karya;
f. Bidang Pengairan:
I. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstrlksi;
h. Bidang Peralatan dan Pengujian;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); danj. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekrelariat, terdiri dara i

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana:dan
c. Sub Bagian Keuangan.

Eidang Program dan Pelapo.an, terdiridari:
a. SeksiData dan lnformasii
b, SeksiPenyusunanProgram;dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan.

Bidang Bina Marga, terdiridari :

a. Seksi'Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Pengcmbangan, Peningkatan lvlutu Jala| dan Jembatan.

Bidang bipta Karya, terdiridari :

a. Seksi Pembangunan Perumahan, Air Be.sih dan prasarana
Permukiman;

b. Seksi Pemeliharaan Perumahan, Air Bersih dan prasarana
Pemukiman;dan

c. Seksi Pengembangan dan Penataan Kota/Kawasan.

Bidang Pengairan, terdiridari :

a. Seksi Pembangunan dan Pengendatian lrigasi;
b. Seksi Operasi dan Pemerliharaan trigasi;dan
c. Seksi Pengendalian Sungai, Waduk, Danau dan pantai.

Bidang Bina Teknik dan Jasa Konslruksi, terdiridari :a. Seksi Perencanaan Teknis;
b. Seksi Pembinoan Jasa Konstruksi; dan
c. Seksi Pemanfaatan Eangunan.

Bidang Peralalan dan pengujian, terdiridari :

a. SeksiPeralatan;
b. Seksi Perbekalan dan lnventarisasi; dan
c. Seksi.Perbengkelan.

pasal 53

Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat Daerah sebagai unsur
Pemerintah Kabupatendi bidang pekerjaan Umum; dan

(2)

(3)

14)

(s)

(5)

(6)

(1)

Lingkungan

Lingkungan

pelaksana

.24

(1)



(2) Dinas Pekerjaan UmLrm dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bdw.h ddn benanggung_awdb kepada Bupari melaluiSfKDA.

Parcgtaf 2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

Pasal54

Dinas Pekerjaan Umum mempunyaitugas melaksanakan tugas umum Pemerinlahan
dan Pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

' Pasalss

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Dinas Pekerjaan
Umum mempunyaifungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program keda lahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknls sesuai dengan Peraluran Perundang-undangan

yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan Pekerjaan Umum lermasuk

perizinan dan pelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksaiaan

tLgas dib:dang Pelerjaan umumi
f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dlberikan oleh Blpati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagairnana dimaksud pada Pasal 55, Dinas
Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan :

a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan
umum;

b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang
pekerjaan umum;

c. menyusun rencana kerja dibidang Pekerjaan Umum;
d. menyelenggarakan sistem Pekerjaan Umumi
e. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-

undangan di bidang pekerjaan umum;
f. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama dibidang pekerjaan umum;g. menyelenggarakan penentuan kebutuhan fisik minimuml
h. merekdmendasikandanstandarisasidibidangPekerjaan Umurn;
i. melaksanakanpenanganan,penanggulangankerusakanjalan,jembatan,

dan infrast.uktur permuklman akibat bencana alam; dan
lrigasi

j. melak$anakan operasi dan pemeliharaan terhadap jalan, jembatan, irigasi.dan
infrastruktur permukiman.

Pasal5T
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 52, dipjmpin oteh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;(2) Bidang-Bidang sebagajmana dimaksud pada pasal 52, dipimpin oieh seorang
Kepala Bidang yang be.ada di bawah dan bedanggung jawab kepada Kepala
Dinas sesUai dengan bldang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagajmana dimaksud pada pasat 52, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung ja!,vab
kepada Sekrelaris sesuai dengan bidang tuoasnya; dan



(4)

\,
Seksi.seksi sebagbimana dimaksud pada
Kepala Sekst yanq berada di bawah da
Bidang sesuai dengan didang tugasnya.

Pasal 52, dlpimpin oleh seorang
benanggung jawab kepa.ta hepala

Bagian Kesepuluh
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

Susunan Organlsasi Dinas perinduslrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariau
c. Bidang Program dan pelaporan;
d. BidangPerindustriani
e. Bidang Perdagangan;
f. Bidang Perlindungan dan pengawasan;
g. Bidanq Koperasi ;
h. Biddng Llsaha Kecillvenenoah :i. Unil Pelaksana Teknjs Dina-s (UpTD): danj. Kelompok Jabatan Fungsjonai.

Sekretarial, terdtri dari :
a. Sub Bagian Umurn
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Talataksana;danc. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Program dan pelaporan, lerdiridari Ia. Seksi Data dan lnformasi:
b. Seksi Penyusunan proqram; danc. Seksi Pemantuan, Evrluasidan pelaporan.

Eidang Perindustrian, terdjri darj :
a. Seksi Usaha perindustrian:
b. Seksiiklim Usahai dan
c, SeksiPerizinan.

Bjdang Perdagangan, terdirj dari:a. Seksi Usaha perdaaanoan 
:b. Seksi.Pendaftaran janinlormasi perusahaan; danc. Seksj Bimbingan Usaha dan penyuluhan.

Bidang Perlindungan dan pengawasan, te.diri dari:a. Seksi Perlindungan Konsumen dan p(
b. seksi Distribusi; dan 'nguwasan 

Barang Beredar dan Jasa;

c. SeksjMelrologj.

Bidang Koperasi, terdiri dari:
Seksj Pembinaan Kelembagaan dan pemberdayaan Kopetasi;
seKsr pengawasan dan penjlaian Koperasij
Seksi Permodatan dan Sjmpan pinjam.

(1)

12)

(3)

(4)

(5)

(6)

17)
a.
b.
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(Bi B darq Usano Kec , Venengoh, terdiJi oJr
a. Seksi Brna Usaha dan pasar:
b. Sekrj pembinaan (Etembagaan dan perrnodatan; da"c. Seksi B:mb;ngdl Usaha dan penyllluhan.

(1) Dhas penniusrr'.n, r",oununnullll'ou"n sidan usaha Kecjt Menenqah adatah
f_e.|110191 

u"e'ui sebagai Jnsur pelansana peme ntah habupalen-di bidang
,^. pe no-sll'a1. perdagangan, koperasi oan usahd kecil menenqah; dan(z) urnas- perindusrrian, perdagangan, Koperasi dan Usah; Kecjl N,4enehgah

orprmptn oteh seorang Kepala Djnas yang oerada d; bawah dan bertanocuno
JawaD Kepada Bupati melalui SE(DA.

pa.agnl2
Tugas pokok, Fungsidan Kewenangan

. pasal 60

Dinds Per;rouslrian, perdagangan, (operasi dan Usaha Ker iJ Menengan mempunyaitLgas umum Pemer.nlanan dan pembrngun"n di bidang per; dust,,uni. p;,;;;;;9un.
koperasi dan usaha kecit menennan b;rdasarka; p",""i";;"-p;;;;;";;i;,;"q""
yanq berlaku.

pasal6l

Unluk melaksanalan tug"s sebaqaindra oimaksud pada pasal b0, DtnasPerindusrrian.. perdagang"n. hoperJsr dan usar,o ie, ir'v-Jneni"n'. ,i!rnpinyo,tunqsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;b. penyusLrnan progrdm kerja lahuoan.jangha menengah dan jangka panjanA,c. penyusunan dan perunusan kebj_akan teknis ai oiian'g peri,;j;-rna.,
, perd.gangan, koperasidan Lsaha kecil menenqah;d. pelaksanaan koordjnasi dalam ,angL" penyus,;n"i renqana dan program antarinstansi terkait di bidang perindusrrran, perdagangant koperasi dan usaha kecilmenengah;

" f:Lb^"li3l rekomenddsi. perizinan. pendaftaran perusahaan dan pela(sanbonpelayanan umum di bidano ocr'nduslrian. perdagangan, lopeiu.i Oin-uruf,ukecilnTenengah;
I pembinaan dan pengembangan perinduslrian, perdagangan, koperasi danusaha J'ectlmenengah;
g. pemantauan operasional di bidang perjndustrjan, perdagangan, koperasi danusaha kecil menengah;h pelalsanaan p,omosi, inlormasi dan oameran bagi Ltpaya pengembanuan

!:11^d^r:lll1" f.rdagangan, .koperasi dan usaha tecit menenqanl -,. pcflceganan dan penangg{rlanqan pencemaran akibat kegiata; industri guna. menjaga kelestarian linqkunqan:
J penyediaan dan kelancaran dtslrib sibarang beredar dan jasa bagi kepentingan
, industri, perdagangan dan masyaraK:,1;k. pelaksanaan penyidikan di bid-anokonsomdn. , pendaitaran perusahaan dan perlindungan

f:9^"^y::"1j:rang beredar.dan jasa, penerapan sranddr, perbaihan serrapenrngKatan mutu barano dan iasa pertindungan j,lak alas i"t"i,i"" l"i"r"iira(HaKt) dan memtasili(a;i .",i;ril^si Eko L""o",r"s, 
'ii",1i,ii"li,6;#;: 

il",r,Serlifikasil\rutu Barang bagikemudahan pemu.u,.i auf"_ ar" r,,i,-."1'..,1''"m. nembinaan Unrt pelaksana Teknis Dinas iue roj; Jun 
- - -- "-''.r.'

' : -..,?127 ' --'::' i:t'': --. 
--. ; I.i ..

\ .-i L.t. .i



n q:lgksalg?n tugas"tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Blpari sesuai
dengan bidang tugasnya.

pasat 62

Unluk, menyeJenggarakan funOst sebagaimana dimaksud pada pasal 61, Dinas
i":lil:y:tj_"l Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kec,t [,4enengah rrempunyai
xewenangan seDa0ar berikul :

a. menyediakan dukunoan pengembangan industri, perdagangan d6n inveslasi
- serla merencanalan kawasan rndustri dan perdagangan; ' '
" il:,r.:i_*lgll dan mengendatikan pembangunan secara makro di bidangrn0ustfl, perdagangan, kop€rasi dan usaha kecil rnenenoah:c. melaksanakan pelatihan oidang ,ndustri, perdagangan. -koperasi 

dan usal^a kectl
menengah;

d. melakukan kerjasama dalam bldang industri, perdagangan, koperasi dan usahakecil menengah dengan Kab/Kotaj
e. melaksanakan pembangunan pasar tradrsional, perconlohan, dae.ah tedinqgal,
, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;L melaksanakan pembinaan sumbe; daya manusia di bidang perindLl;tran,perdagangan, koperasi dan usaha kec:t rnenengah;g. melaksanakan promosi hasil usaha indlslri din menyelenggarakan pameran,promosi 

.bagi kepertuan iodustri, perdagangan, iop"ri"i%" ' r"Jr," i*lmenengah;
h. menyedrakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan senamerencanakan kawasan indLrslri, perdagangan, koperasi dan "usJtra _kecit

. menengah;
r. mengupayakan pengadaan dan penyaluran baranq, pengendal;an pasdr,
. perl;ndungan konsumeo, penyaturan baiung oun p"nduii"rii p'"i;;;;",:;"I. rneraksanakan tera dan lera utang O; iiOanj t"."i,ororjiin,-LiJru'rJi".penelilian dengan serlifikasi mutu ba;ng, taboraiorju;;;n;i; in;;s;;i. '""

pasal63
(t) ::f:j::l?l ::!?saimana. d:maksud,pada pasar.58, dipimF:n oteh seoraneseKrelars yanq berada di bawah dan benanggung lawab kepada Kepufu-Oinar;(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud oad;pa;;t 58. dil;;; il;-.:":;

Kepara Bidane yane berada oi ou*ir,-a!n o"nlns;;; j"t;5ll#;""i::,:ji:
,^. Dinas sesuaic;engan bidang tugasnyai
tr, 5uo uagian-sub bagian sebaga;mana dima(sud pada pasat 58, dipjmoin otenseorans Kepata Sr.:b Baoian-vann.oeraoa o-t-uaw-a'ir- aa'n-i.i];rini,]"i";il"0
,,, kepada Sekretaris sesrja;-dengin bioang rugasnya; dao(4) Seksi-seks; sebaoaimana dimaksud p-ad; Caiai SA, dipimp,n ojeh seorang

5:J^"]: ^s^"f],I:I9 
berada di bawah dan o"rrungs;g j;*u'b k";;;""i;;"","u,ud,,9 scsuar oengah otoan9 tugasnya.

Bagian Kesebelas
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

paragra,1
Susunan dan Kedudukan

pasal64
(1) Susllnan Org€nisasi Dinas penanian Tanaman pangan, terdiri dari:a. Kepaia Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidangiprogram dan pe/aporan;
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d. Bldang Konservasi dan Reha-bililasi Sumber Daya Alam;
e- Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusid dan Teknologi;
f. Bidang Bjdang Prodpksi;
g. Unil Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)t dan
h. Kelompok Jabatan Fungsionat.

(2) Sekrebriat, lerdiridari :

a. Sub Bagian umum;
b. Sub Baglan Kepegawaian dan Tatalaksana;d3n
c. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiridari :

a. Seksi Data dan Informasj;
b. Seksi Penyusunan Program;dan
c. Seksi Pemantauan, Ev?luasidan Pelaporan.

(4) Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
a. Seksi Perlindungan Tanaman:
b. Seksi Perluasan Areali dan
c. Seksi Pengkajian tklim dan Tata cuna Air.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, terdiri dari I

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya l\ranusia;
b. Seksi Pemberdayaan petani;dan
c. Seksi Pemanfaalan Teknologidan Al6t pertanian.

{6) Bidang Produksi, terdiri dari :

a. Seksi Peningkatan Tanaman pangan dan Holtikultura;
b. Seksi Usaha Tanidan Pasca panen; dan
c. Seksi Pendayagonaan Lahan dan Sumber Daya.

pasal 65

(1) Dinas Pe(anian Tanaman pangan adalah perangkat Daerah sebaqai unsur
.^ Pelaksana Pemerhtah Kabupaten dr bidang pertani,n tanaman pangan_i dan
tz) urnas Henantan tanaman pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Vang

berada di bawah dan bedanggung jawab kepada Bupali m;taluj SEKDA.

pa@g@t 2
Tugas pokok, Fungsidan Kewenangan

. Pasal66
D:nas.Penan,an Ianaman paogan mempunyai tugas melaksanakan lueas untumpemeflntanan dan pembangunan di bidang penanian Ianaman pa;qan danncnrkutlura sesuai dengan peraturan perundang,undangan yang berlaku.

pasal6T

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66, Dinas pertanlan
ranaman Pangan mempunyai funqsi :
a. pelaksanaan uausan ketalausahaan Dinasib. penyusunan program kerja lahunan, jangka menenqah dan ianoka oaniano:c. perumusan kebijakan dan metaksanakan pembinaln teknis Ci OiOan! e"ertanran

lanaman pangan dan horlikullura:
d. penyusunan program di bidang pertanian lanaman panoan dan hortikuhurale. pembinaan izin usaha, pelaksanaan petayanan Ojn p"nyrtunun-di'liOung

perlanian tanaman pangan dan honikultura:



. 
1,.

f peloksanaan koordinasi' pemanlauan, pengenoarlan dan pembind"n
' 

l",io"rnoungun a"na peningkalan pertanian tanaman pdnqan dan hoh;lullura; 
'

g. i"i"i.""u";-""urrasi dan 
-pelaporan di bidang pedanian tanaman pangan oan

horlikullural
n. o".oinuin Unit p"laksana Teknrs Dinas (UPTD);dan

i] ;;;;;;"" i;g";-i,rgis Leolna'an lainnva vans d;berikan oleh Bupali sesuar

dengan bidang tugasnya

Pasal68

lJntuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67' Dinas

Penanran Tanaman Pangan mempunyai kcwenanoan :

"l 
,i'ii|.j.*i"^ 

-i"uilaian 
untuk menJukung 

"pembangunan b;dang Pertan'an

Tanaman Pangan;
o. t'_"nv"f 

"nggut;kun 
dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang

Perlanian Tanaman Pangan;
. ;'J;;;;"; ;;;;;; dan drogram terja oi uidans Pertanian ranaman Pansan; 

'
;' mlni;;:; i;;;;;it"i.!an-aan set'r"t' peratuian perundans- undansan di bidans

Pertanian Tanaman Pangan:

". 
r"riiri"" rr""rJi"asi da-n keriasama dengan organisasidan atau lembaga terkait

di bidang penanian tanaman pangan;dan

r. i 
"]u].-ri'ul 

rooro,nasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasi di

bidang Pefianian tanaman Pangan

Pasal69

r1) Sekrelariar sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ,dipimpin -ol:1 ^:::t"^'g' ' i;,.i",i" ""." r.Iiada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala urnas;

rZ, EiO]"":fiiOli"s" 
".b;gaimana 

dimaksud pada Pasal 64. dipimpin oleh seorang*'ru;i:;;;;; -yffiou,"ou 
ai uawah ian benanssuns jawab kepada Kepala

Dinas sesuai dengan bidang lugasnya

rgr 5;i B"gi""-""b i"gian sioag'aimina dimaksud pada Pasal 64' 
-dipimpin^oleh'-'.-"-or"no"ieoafa Sui Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

t<eoaoa'set<ietaris sesuai aengan bidang tugasny-a; dan.

t+r !""iti-!"1'-.i'tJiig"-r."t'u ol.""ttuo pui" P;sal'64 dipimpin oleh seorang Kepala

''' *i:; ;il Giaio; oi uu*"r' o"n oenungsung jawab kepada Kepala Bidans

sesuai dengan bidang tugasnYa'

Bagian Keduabelas
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Paiagral l
Susunan dan Kedudukan

Pasal 70
'an dan Kesehalan Hewan' lerdiri daril(1) Susunan Organisasi lJrnas PelernaK

a. Kepala Dinas;
b. qekretariat;
c Bidano Proqram dan Pelaporan;
i. e;;;;; K"t;h"bn Hewandan Kesehalan Masya€kat veleriner;

e. Bidanq Perlindungan Hewan;
i ei;ini pengu.oingan Produksidan Pengolahan Hasil;

o. unit P;laksana Teknis Dinas (UPfD);dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2/ Se.rpr"rial, terdtfl ddfi :

a. Sub Baq an Um!m;
b. Sub Bagian KepeqJwa a" dan Iata a\:".a; ddn
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiridari :

a. Seksi Dala dan lnformasi;
b. Seksi Penyusunan Program; dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan.

(4) Bjdang'Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiridari I

a. Seksi Pencegahan dah Pemberanlasan penyakii Hewan;
b. Seksi Pelayanan Kesehalan Hewan dan pengawasan Obat; dan
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(51 Bidang PerlinoLngan Hewdn, terd.rjdari
a. Seksi Hama dan Penyakit;
b. Se^si Ooal-obatanj d.n
c. SeksiPerizinan.

(6) Bidang Pengembangan Produksi dan pengotahan Hasit, terdiri darij
a. Seksi Produksi Budidaya, Pengolahan dan pemasaran Hasil;
b. Seksi Pembinaan Usaha, Penyebaran dan pengembanqan Ternak; danc. Seksi Pemanfaatan Teknoiogi, Alal dan lMesin peternakan.

PasalTl
(1) Dinas Pelernakan oan Kesehatan rlewan aoatah perangkot Daerdh sebdgai

unsur Pelaksana Pemerintah Kabupalen di bidang peternakan dan Kesehatan
Hewanidan

(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan djpimpin oteh seorang Kepata Dinas
yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Bupati meialui SEKDA.

Pa?gtat 2. Tugas pokok, Fungsidan Kewenangan

pasat T2

Dinas Peiernakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugds
umum pemerintahan dan pembangunan di bjdang pelernakan dan Kesehatan gewan
sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

pasalT3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal72, Dinas peternakan
dan Kesehatan Hewan mempunyaifurgsi :

a. peiaksanaan urusan ketalausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;c. perumusan kebi.iakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang

Peternakan dan kesehatan hewan;
d. penyusunan program di bjdang peternakan dan kesehatan hewan;e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang

peternakan dan kesehatan hewan;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembjnaan

pengembangan serla peningkatan pelernakan dan kesehatan hewan;'g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan
hewan;
pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UpTD); dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupatj sesuai
dengan bidang tugtsnya.

h.
j.
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Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewenangan :

a. merumuskan program dan kebijakan leknis untuk mendukung pembangunan di

bidang kesehatan hewan dan peternakan;
b. menyelenggarakan dan mengawasi standar

peternakan dan kesehatan hewan;
pelayanan minimal dalam bidang

c. mengawasi pelaksanaan teknis seluruh peratlran
bidang peternakan dan kesehatan hewan;

Perundang- undangan di

d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi dan alau lembaga

terkait di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

e. melakukan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang

peteanakan dan kesehatan hewan;
f. mengendalikan dan mengawasi penggunaan dan peredaran obat-obatan dan

pakan ternak;dan
g. melakukan koordinasidalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasidi

bidang pelernakan dan kesehatan hewan.

Pasal 75

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 70' dipimpin oleh seoiang
Sekreta.is yang b;rada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70' dipimpin oleh seorang' ' 
Kepal; Bidang yang berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagiarr sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh' - 
seorang- Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan benanggung jawab

kepada Sek.elaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang' 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bedanggung jawab kepada Kepala

Bidang sesuai dengan bidang lugasnya.

(1)

Bagian Ketigabelas
. DINAS PENGELOLA KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1

. Susunan dan Kedudukan

Pasal 76

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan
terdiridari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretarial:
c. Bidang Pendapatan ;

d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
e. Bidang Kekayaan Daerah;
L Bidanq Akutansidan Pelaporani
g. Kuasa Eendaharawan Umum Daerah;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, lerdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan

dan Kekayaan Daerah,

(2)



. \.
c. Sub Bagian Keuangan dan peny. program.

(3) Bjdang Pendapatan. terdrridan .

d. Seksi Pendapatan Asli Daerah;b. Sekst Pengembangan pAD;dan
c. Seksipendapatan Non pAD.

(4) Bidang Anggaran dan perbendaha.aan, terdiri dari :a. Seksi Penyusunan Anggaran;
b. Seksi Perbendaharaan; dan
c. Seksi Pengendalian Anggaran_

(5J Bjoang hekaydan Daerah, terdiridarr :a. SeksiAnalisis Kebutuhan dan pengadaan;
b. SeksiPenilaian dan pemanfaatan: danL. Seksi Evaluasi dan pelaporan.

(6) Biddng Akuntansr dan petaporan, terdiri dari :a. SelsiAhulansi;
b- Seksi perhitungan Keuangan;c. SeksiPembukuan.

(7) Kuasa Bendaharawan Umum Dae.ah

pasat TT
(l) Dinas Pengeroraan Keuangan dan Kekayaan Daerah adarah uns{rr peraksarapemerinlah Kabupalen di bidang pengetotaan K.r;"s""-J;k;,1i";""bH;"hl
(r, 

?gT"ofilq".'"1:""^1 l:y^asT 93" Kekayaan Daerah dipimpin oteh seoransr\cpd,d uxrirs yano oerada dt bawah dan berlanggung jawab kepada BupalimelaluiSEKDA

paragftt 2
TrJgas pokok, Fungsi dan Kewenangan

pasal 78
Dinas. Pengelolaan Keuangan dan, Kekayaan Daerah mempunyai tugasmeraksanatan tugas umum pemerinbhan_di'oio""g p;g"t.r"u" ii"rjiquJ"aunKekayaan Daerah sesuai dengan peraturan p","il;;d-;";;;;il;dffi:il:'

pasat 79
Untuk. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7g, DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaa; Daerah memounvai funcsi .d. peiaKsanaan urusan kelatausahaan Dinas;D. penyusunan.program kerja lahunan, jangka menengdh dan jangka panjaflqic. perumusan kebijakan teknis admin

inggu,un aun-p;ii]p;;;"u;;;i'"tt'ut' dan leknjs pelaksanaan penvui'',nan

" A"j;n:"""" 
pemungutan pendaparan daerah yang iejah diterapkan dengan

e. pelaksanaan fungsiBendahara Umum Daerah:r. pengumpulan bahan penyusunan anqoaran betani'9. p,emantauan, evaluasj dan pelaporin di OiAa,nj aOministrasi pengelolaan
. Keuangan dan Kekayaan Daerah:n. penyusunan anggaran dan pendapalan Kabupatenjr. Perumusan Kebijakan dan oedoma

mrtrk daerah; ln pengeloiaan sena penghapusan barang
j. pengawasan atas penyelenggaraan pengetolaan Barang Milik daerah.
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k.
L

's.
h.
i.

. \.
pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)idan
pelaksanaan lugas-luoas keoinasan.a.r-ya ydng oiberikan oleh Bupali sesuai
oenqan oroanq luqaSnYa.

pasalB0

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Dinas
PenOelolaan Keuangao dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. menyusun pelunjuk teknis pelaksanaan sislem penerimaan dan

kas daerah;
e. melaksanakan pemungulan pajak dan ret.ibusi daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan

Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
menyimpan dan mengendaiikan uang dan kekayaan daerah;
melaksanakan penempatan uang dan kekayaan daerah, mengelola dan
menatausahakan investasi;

j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pe.iabat Pengguna Anggaran
atas beban rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan pefaturan perundang-
undangan;

k. melakukan pembayaran utang dan menagih piutang daerah;
L melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
n. menyajikaninformasikeuangandaerahi
n. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah; dan
o. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik

Daerah sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan.

pasal 81

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 76, dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;(2) Bidang-Eidang sebagaimana dimaksud padC pas;t 76, diiimpin oieh seorang
Kepala Bidang yang berada d! bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dlnas sesuai dengan bidang tugasnya;(3) Sub Bagian-sub baglan sebagaimana dimaksud pada pasal 76, dipjmp;n oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekrelatis sesuai dengan bidang tugasnya: dan(4) Seksi-se*si sebagaimana dimaksud pada pasal 76, dlpimpin oteh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepal;
Sidang sesuai dengan b,dang tugasnya.

Bagian Keempatbelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

' Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal32
(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

lerdiridari:
a. Kepala Dinas;
b- Sekretariat;

pengeluaran

34



c. Bjdang program dan pelaporan;
d. BidangKependudukan:
e. Bidang pencatatailsiojt:
r. Bidang pengendalian penduduk;
g. Unjt petaksana Teknjs Dinas (Up tD); oanh Kelompok Jabatan Funqsionai.

(2) Sekretariat, terdiridari :

a_ Sub Bagian Umumi
b. Sub Bagian Kepegowajan dan fatalaks3nd; dano. 5uD Bagian Keuangan.

{3) Bidang.program dan pelaporan, terdi dari:ir. i)exsruata dan lnformaqi.
b. Seksi PenyJsunan proqrami danL. Seksi pernanrauan, Evaluasidan pelaporan.

(4) Bidang Kependudukan terdiridari:a. Seksi lnformasi dan pendataan penduduk;
b. Seksi pendaftaran penduduk;dan
.. Seksi [rrrlasi pendudul.

(5) Bidang Pencataran Sjpit terdjrj dan:a. Sekst Registrasi dan Verifikasi:b. Seksi penerbitan Aklai dan,. Se(si Dokumenlari Cataran Sjpjt.
(6) Brdang pengendatian peodudukterdrridarij

a. selsi Penqawasan:
b. Seksipengendaljan : danc. Seksi penyuluhan.

(i) Din^as-Kependud!},an dan carata:a;japlit8u3outat, perungL"t auurah sebaqaiunsur,^, pelaksanapemerlntahKabopaten,zti*h*,r:*:;,:";ff 
ng":f,:jfi fu ."""ff :i,i;ts#L+";,BF
paragrcf 2

Tugas pokok, Fung;idan Kewenangan

pasal 84
Dinas Kependuoukan dan Catabn Sioil r
Demerintahan dan pem;"";;;;; ;i;il:'l^"Tiunvai 

lusas melaksanakan lusas umumrg Kependudukan dan Catatan Sipii.
pasalg5

Unt!k melaksanalan tuqas sebaoair

leee::uhdLlla!:n carurun sipir ,u,iprlfllrr,$",1-:*ro pada Pasat 84, Dinas
o. perdKsanaan urusan kelatausahaan Dinas; -u. penyusunan program kerja tahunan.

:*Ti,[:'"il"ffi13";;"'il"*;:i'??"'J'i:Xi"?;T;;,'fi,i:l]"::f,if "'s,;fl ',""d. penyelenggaraan tugas di bidano I

^ peniuoui.Lrmas,il;;;.i;;;"";'o:ijr:Xt"'"oJl"ff.catatan sipir dan mobiiisasi
e, pemDtnaan, pengawasan dan oenr

oioans iepintuj"uian-:;;i""#,""h:iir#ni#,1,"::1[.""f,Jfll""*an rusas di
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f.

s.

h.
i.

\.
pelayanan informasi kependudukan, calatan sipil dan mobilisasi penduduk;
pengelolaan data kependudukan, catatan sipil dan mobitjsasi penduduk yang
berskala kabupalen; r
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

pasat 86

Unluk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 85, Dinas
Kependudukdn dan C6tatan Sipjl meinpunyai kewenangirn :a. melaksan-akan koordinasi penyelenggaraan kependudukan, catatan sjpil dan

mobilisasi penduduk;
b. menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasl

penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. membina dan melakukan sosialisasi di bidana kependudukan, calatan sipil dan

mobilisasi penduduk;
d. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong/kelurahan unluk

menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan berdas;rkan asas tugas
pembanluan;

e,

f.
9.

melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
kependudukan, catatan sipil dan mobiljsasi penduduk;
menerbitkan dokumen atau akta di bjdang kependudlrkan dan catatan sjpj'; dan
melakukan koordinasi dalam rangka pe;beian rekomendasi dan standirisasi
dibidang kependudukan, catatan sipil dan mobilisasi penduduk.

pasal 87
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 82, dipimpin oteh seorang
,^. Selrelaris yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepala D;nas;(2) tsidang-Eidang sebagaimana dimaksud pada pasat 82 dipimpin oieh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan lertanggung jjwa6 rcpuJa i"puru
- Dinas sesuaidengan bidang lugasnyd;(3) Sub Bagian-sub bagian sebagajmana djmaksud pada pasat 82, dipimoin oten

seorang-Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanqqunq iawab
kepada Sekretar;s sesuaidengan bidang tugasnya; dan(4) Seksi-sel$i sebagaimana dimaksud p-ada- pa6ai g), Oipimpin oleh seorang
I:f-11 selsi. yang berada di bawah dan berranggung ;"waO tepiOa-iepari
broan9 sesuat ctengan bidang tugasnya.

BAB IV
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian peiema
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

patag@f 1

Susunan dan Keduduk€n

pasal 88
(1) S-usunan Organisasidan Tata Kerja Badan perencanaan pembangunan Daerah

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penelirian, pengendalian dan Evaluasj pembangunan;
o. tst0ang perencanaan pembangunan Ekonomi;
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\,

e. Bidang Perencanadn Pembangunan Sarana dan Prasalanai

f. Bidani Perencanaan Pembangunan sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh;
g. Unit Pelaksana'Teknis (UPT) Badan; dan

h, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretar iat, lerdiri dari I

a. Sub Bagian Penyusunan Programi
b, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pertengkapan;dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidanq Penelrtian, Pengendalian clan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari' a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan;dan
b. Sub Bidang Data, Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan'

(4) Bidang Perencanaan PembangunanEkonomi,terdiridari:' ' a. Sub Bidang Pertanian, Dunia Usaha dan Koperasi;dan
b. Sub Bidana Penambangan dan Energi, lndustridan Perdagangan

{5) Bidang Perencanaan Pembangunan SaIana dan Prasarana, lerdiridari :' a. Sub Bidano Perhubungan, Pariwisata Senidan Budaya; dan
b. Sub Bidani Permukiman, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan.

(6) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Keistimev"aan Aceh,

terdiri dari :

a. Sub Eidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan

b. Sub Eidang Transmigrasi dan Keluarga Sejahtera.

Pasa! 89

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung
pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan; dan

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oteh seorang Kepala Badan
yang berada di bawah dan benanggungjawab kepada Bupatimelalui SEKDA.

Patagral2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

Pasal 90

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas me'aksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang
perencanaan pembangunan daeaah.

Pasal 91

Unluk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada Posal 90, gsdar
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketalausahaan Badani
b, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Dae6hi
d, pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekohomi dan

ketenagakerjaan, sa.ana dan prasarcna, dan sosial budaya;
e, pemantauan, evaluasl dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang

bersumber dariAPBK dan APBN;
f. penyiapan bahan Rapat Koordjnasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan dl

Daerah;
g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Pasal92

Unluk menyelenggarakan tungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9'1, Badan
Perencanaan Pembanguaan Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun"Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Saluan Kerja perangkat

Daerdh (Renja SKPD);
d. me'aksanakan N4usyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
e. melakukan koordinasj Penyusunan Program dan Kegialan dalam benluk Rencana

Kerja Perangkal Daerah (RKPD), berdasarkan runtusan hasil Musrenbang;
t. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
g. menyusun Rencana Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah melaui -Iim

Anggaran;
h.. meneljli dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui
Trm Anggaran: dan

i. menghirnpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-rnasing saluan kerla perangkat daerah.

Pasal93
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 88, dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa'a Badan;
(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pacja Pasal BB, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal-
Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 88, djpimpin oleh
seorang^Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan benanggung jawab
lepada Sekretaris sesuai dengan bidang lugasnyat dan

(4) Sub aidang-Sub Bidang seb;gaimana-di;aks;d pada pasat 88, dipimpin oleh
seorang'Kepala Sqb Bidang yano berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang sesuaidengan bidang tugagnya.

Bagian Kedua
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN '

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

palagqf j
Susunan dan Kedudukan

Pasal94
S]]sunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan
Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemanrapan ldeologidan Kebangsaan;
d. Eidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
f. BidangPerlindunganMasyarakat;
g. Unil Pelaksana Teknis Badan (UPTB);dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Urirum;

(1)

(21
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.s.
h.
i.

b. Sub Eagian Penyusunan program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) BidangPemantapanldeologidanKebangsaan,terdiridari:
a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAI\,,|; dan
b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan-pembauran Bangsa.

(4) Bidang Poliiik Pemerintahan dan Kearr]anan, terdjridari:
a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, lntelten dan pemerintahan.

(5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiridari :

a. Sub Bidang Fasililasi Parpol, Legistatif, pemitu dan pilkada; dan
b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

(6) Bidang Perlindungan Masyarakal, terdiridari :

a. Sub Bidang Partisipasi l\rasyarakat; dan
b. Sub Bidang Bimbingan dan penyuluhan.

Pasal95
(1) Badan Kesatuan Bangsa, poljtik dan perlindungan l\iasyarakat adalah

Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemeri;tah Kabupalen di bidang
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyatakal; dan(2) Badan Kesatuan Bangsa, potitik dan pertind,ngan Masyarakat dipimpin oteh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Eupati melalui SEKDA.

palagraf 2
Tugas pokok, Fungsidan Kewenangan

pasal96

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan per,indungan Masyarakat mempunyai tuqas
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan Fembangunan di bidanq kesatian
bangsa, polilik dan. pertindungan masya.akat sesuai den;an e"-tr.n F"runJai,g_
undangan yanq be.laku.

' pasatgT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 96, Badan Kesatuan
Bangsa,. PoLt;k dan Perlindungan Masyarakat mempunyaifungsi :a. peraKsanaan urusan kelatausahaan Badan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;c. penyusunan kebijakan teknis dan strategjs di bidang kesaiuan bangia,'politit

dan perlindungan masyarakat;
d. pelayanan administrasi bagiseluruh unit keia dilingkungan Badan;e. pelaksanaan fasilitasi penyeJenggaraan pendidikan dai pengembanqan iisrem

potitik demokratis sena kajian stralegis di bidang kesaluan bangsa,"politik dan
pefl tndungan masyarakal;

L pelaksanaan fasilitas; parpol, Legistatif, pemilu, pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan
Pengawasan Orang Asing;
pemanlauan, evaluasi dan pelaporan;
pembinaan Unit PeJaksana I eknis Badan; dan

t9!lt"lgg" lugas-tugas kedinasan tainnyd yang diberikan oteh Bupati sesudi
oengan btdang lugasnya.
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Unluk menyelenggarakan
Kesaluan Bangsa, Politik
sebagai berikut I

\.

Pasal9B

fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 97, Badan
dan Perlindungan N4asyarakat mempunyai kewenangan

banqsa, politika.. ntemtasilltasi pembauran dalam rangka perwujudan kesaluan

b.
c,
d.
e.
f.

dan perlindungan masyarakat;
melakukan koordinasi dan kerja sama antar Jembaqa;

pasat99

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasat 94, dipimpin ojeh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepad; Kepala Badar;

(2) Brdang-Bidang sebagaimana drmaksud pada eiial 9+, aipimpin oleh seorairg
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jdwab tepada t<epali
Badan sesuai oengan bidarg rugasnya;

(3) SLb Bagian-sub bagian sebdgaimana ormaksud pada pasal 94, cjjpinpii ole.r
seorang_ Kepala Sub Bagran yang berada di bawah dan benanggunq lawabkepada Sekretar.s :esuai dengan bidang tugasnyai ddn

(4) Suo Bidang-Sub Bidang seb;gaimana dmaks;d p.da pasat 94, o:pimoin otenseorang Kepala Sub Bidang yang oerada di bdwah dan bedanqquro iaw.b
kepada Kepala Bidang sesuaidengan ojoang l_gasnya.

melak!kan kajian strategis di bjdang idiglogi negara dan identitas kebangsaall;
nelakukan pemoinaan oaldm.angka pergembanga- wawasan lebangi.n;
membefikdn izin peneliltan; ddn
mejaksanakan pendahdran Ddrpol. Legisrdtif. pemilu, o..^ada Ormas, LSM/
NGO da11 Penqawasan Oranq Asinq.

Bagian Ketiga
BADAN PEI\4BERDAYMN MASYARAKAT

paragraf 
1

Susunan dan Kedudukan

pasat 100

Susunan Organ,sasi Badan pemberdayaan ldasyarakat, terdiri ddri:a. Kepaia Badan;
b. Sekretarial;
c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan prasarana perdesaan;
d. Bidang Ketahanan l\,4asyarakat l\,4ukim dan Kampung;e. BidangPemberdayaanEkonomil,4asyarakat;
f. EidangPengembanganTeknologiperdesaan;
g. LJnit Pela(sand Teln:s Badan (UpTB); danh. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sek.etariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawajan dan Iatalaksana; danc. SLb Bagian Ke.rangan.

Bidang Kelembagaan, Sarana dan prasarana perdesaan lerdiri dari:a. Sub 6idang pengembangan Sarand dan pru.urunu p"iO""oli; Ouno. buo B,oang pengualan Kelembagaan l\lasydrakal N4ukjm dan Kampung.
Bldang Ketahanan Masyarakal l\4ukim dan Kampung, terdiri dari:a. Sub Bidang Motivasi dan Swadava; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisidan Budaya.

(1)

(2)

(3)

(4)

40



(5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi N4asyarakat, terdiri dari:

a. Sub Bida'1g Pe'lanqgulargan hemiskinan; dan
b Sub Bidang PPngembangan Usaha Fkonomi

(6) Bidang Pengembdngdn Teknologi Perdes"an leroirrdJri :

a. SuD B danq Teknologi Tepat Gunal
b. Sub Bidang Birnbingan dan Penyuluhan

Pasal 101

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Da€rah sebagai'unsur
pendukung Pemerintah Kabupalen di bidang pemberdayaan masyarakat; dan

(2) Badan Pe-mberdayaan Masyarakal dipimpin oleh seorang Kepala B-adan yang' 
berada di bawah ian bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA'

Paftgtal2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan

Pasal 102

Badan Pernberdayaan Masyarakal mempunyai tugas melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 103

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102, Badan

Pemberdayaa0 lvlasyarakdt memounyai f ungs;:
a, pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyelenggaraanpelayananumumdibidangpemberdayaanmasyarakat,;
d. pelaks.jnaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian ierhadap

penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
pembinaan unit Pelaksana Teknis Badan; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya,

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Badan
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :

a. merumuSkan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan
kampung;

b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bldang kelahanan masyarakat;
c. merumuskan dan menyiapkan kebUakan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
c. merumuskan dan menyiapkan kebiakan di bidang Pemanfaatan tehnologi tepat

guna dan sumber daya aiam;
e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta

penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
f. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasaranJ serta

rumah langga.

Pasal 105

(1) Sekreta.iat sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang-Eidang sebagaimana djmaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

e,
f.
s.



(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris sesu6idengan bidang tugasnya; dan
(4) Sub Bidang-Sub Bldang sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, dipimpin oleh

' seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
' kepada Kepala Bidang sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
. EADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 106

(1) Susunan Olganisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelalihan lerdiri dari :

a. Kepala Badan;
' b. Sekretariat;

c. Bidang Program dan Pelaporan:
d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
e. Eidang Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian;

' f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (tJPTB); dan
h. KelomPok Jabatan Fungsional-

(2) Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
. c. Sub Baqian Keuangon.

(3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari :

a. Sub Eidang Dala dan Penyusunan Program; dan
b. Sub Bidang Penrantauan, Evaluasidan Pelaporan.

(4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bidang Fo{masi dan Rekruitmen; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian

(5) Bidanq Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian lerdiridari:
a. Sub Bidang Mutasi;dan
b. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian

, (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
a. Sub Bidang Diklat Penienjangan; dan
b. Sub Eidang Diklat Teknis Fungsional.

. Pasal 107

(1) Eadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelalihan adalah unsur pendukung
Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali melalui

Pa6g.al2
Tugas Pokok, Fungsidan Kewenangan



d.

L

\.
Pasal 108

Badan Kepegawa an, Penqidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian, pendidlkan
dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-
Lndangan yang be4aku

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Badan
Kepegawaian, Pendid kan dan Pelatihan mempunyai flrngsi I

a. pelaksanaan urusan kelalausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka nlenengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta

evaluasil
pelaksanaan pendidlkan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan peodidjkan dan pelatihan;
penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan
norma st?ndar dan prosedur yang ditelapkan pemerintah;
penyusJran fo'nasi(,an pengadadn peoawai;
penyiapan mulasijabatan strlrktural instansi pemerintah Kabupalen Aceh Singkll;
pembinaan dan pengembangan jabatan tungsional;
penyiapan dan pelayanan administrasi serla pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan;

k. penyelenggaraan rekuitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat
kepemimpinan;

l. penyelenggaraan administrasi mutasiwilayah kerja PNS Kabupaten;
m. pengendalian lerhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kabupaten;
n. penyiapan dan penetapan pensiun pega\eaii
o. penyelenggaraan administrasi kepangkalan pegawai ;
p. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
q. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
r. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh B!pati sesuai

dengan bidang tugasnya.

, Pasal 110

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksld pada Pasel 109, Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelalihan mempunyai kewenanganl
a. menyus0n dan rnengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian,

pendidikan dan pel.it han aparalur ;

b. merumuskan kebijakan teknjs kepegawaian, pendjdikan dan pelatihan;
c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagiaparatur;
d. membina dan meningkatkan kualitas lenaga pengajar;
e. membina dan membantu leknis penyelenggaraan diklati
f, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidlkan dan pelatihan;
g. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka

pengembanqan karier aparatur; dan
h, mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.
i. menetapkan formasi pegawai negerisipildan konsultasi penyusunan formasi;j. menetapkan pengangkalan dan pemberhentian CPNS dan PNSi
k. menetapkan kenaikan pangkat reg!ler, pilihan, pengabdian Pegawai Negert Sipil

dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;

s.
h.
i.
j.
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L menelapkan mutasi jabatan dan konsultasi promosi pengangkaltan pejabat
stru ktu ra i eselon ll.b; daq

m. menetapkan pengangkatan pejabat [ungsional sesuai dengan kewenangan;

Pasal 111

(1) Sekretariat sebagajmana dimaksud pada pasal 106, dipimpin oleh seorang

- Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab k6pada Kepala Badan;
(2) Bidang-aidang sebagaimana dimaksud padt pa:at 106, ciipimpin oteh seoiing

Kepala Bidang yang berada di bawah dan be(anggung ja;ab kepada Kepal;
Badan sesLai dengan brdang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagajmana dirnaksud pada pasal 106, dipimpin oleh
seorang-Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan benanggung jawab

_ kepada Sekretar;s sesudidengan bidang tugasnya; dan
(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud padd pasal 106, dipimoin oleh

seorang Kepala Sub B;dang yang berada di bawah dan benangquna iawab
kepada Kepala Bidang sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LJNGKUNGAN,. PERTAMANAN DAN KEBERSIIIAN

paragtat 
1

. Susunan dan Kedudukan

pasal l 12
(1) 

:::r^Tl-9jq"T9si dan Tala Kerja Badar pengendalian Dampak Lingkungan,penamanan dan Kebersihan terdiidari :a. Kepala Eadan;
b, Sekretariat
c. Bidang Progrdm dan pelaDoran
d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
e. aidan9 Konservasi dan pemulihan Lingkunganf, Bidang Kebersihan dan pertamanan
g. Unir Peiaksana Teknis Badan (UpTB);dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:
a, Sub Bagian Umum;
b, Sub Bagjan Kepegawaian dan Tatalaksana;danc. Sub Bagian Keuangan.

(3) Ejdang Program dan pelaporan terdiridari :a. Suo Bidang Dala dan penyusunan program;dan
b. SUb Bidang Pemantauan, Evaluasidan pelaporan;

Eida-ng Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri da,il
.a. :uP PiqanS lna,isis MengenaiDampak Lingkungan;dano. 5ub tsidang Slandar,sasipengotahan dan p;ng; asan Limbah 83.
Bidang Konservasi dan pemulihan L;ngkungan terdiri dari:a. 5ub tsiciang Konservasi: dan
b. Sub Bidang Pemutihan Lingkunqan.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:a. Sub Bidang Kebersihan:dan
b. Sub Bidang Pertamanan.

14)

(5)

(6)
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Pasal 113

(1) Badan Pengendalian qampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan adalah
Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang
pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan; dan

(21 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertainanan dan Kebersihan di

pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui SEKDA

Paagllal2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 114

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Perlamanan dan Kebersihan mempunyai
tugas melaksanakan lugas umum Pemerinlahan dan Pembangunan di bidang

Pengendalian Dampak Linokungan, Perlamanan dan Kebersihan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114, Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b- penyusunan prog.am keda tahunan, jangka menengah dan jangka paniang;

c perumusan kebijakan teknis dalam tingkup pengendalian dampak lingkungan'
pertamanan dan kebersihan;

d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan
penamanan dan kebersihan ;

e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, lermasuk penelitian,
pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan
pengembangan kapasilas kelembagaan;

f. peningkatan pe.an serla masyarakat dalam pengelolaan lingkungan,
pertamanan dan kebersihan;

g. pemanlauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak
lingkungan, pertamanan dan kebersihani

h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupali sesuai

dengan bidang tugasnYa.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai
kewenangan:
a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pertamanan
dan kebersihan;

b. melaksanakan koordinasi, peneljtian dan pengembangan program pengelolaan
lingkungan hidup, penamanan dan kebersihan;

c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam
.angka pengelolaan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;

d. melaksanakan koordjnasj pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

e. mengembangkan prcgram kelembagaan dan peningkatan kualitas dan
kapasitas pengendalian dampak lingkungan, perlamanan dan kebersihan;

f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;



g. melaksanakan pembinaan dan pengendaJjan pengkajian teknis Anajjsis
. Mengenai Dampak lingkungan (AMbAtl; -
h. melakukan pengawasen dln pengend'a)ian pelaksanaan penaatan hukum

lin-gkunga n ler hadap pencemaran d;n kerusaXan tingkungan; O!; 
** -'

r. mengkoordinasikan dan mela|'Lkan pengendaliai ter-hadap keqiatan I.ntassektor yang menimbLlkan dampak dan ieruiaLan tingtungin.'

pasat 117
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasat lj2, dipimpjn oteh seora|g
_ Sekrelaris yang berada di bawah oan oert"nqqrnq ia*; k;JaO; i.""t, gri""i(a 

P:11ltu"lo,:in^ ::_o.lsa 
im a na d jm aksud p#" p"1f 

1 1 2,;;;;i; ;;l ".;; 
" 
s

^epara 
l,loang yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepat;

Badan sesuai dengan bidang lugasnyd;
(3) S-ub Bagi3n-sub Uagian se6agjimaia dimaksud pada pasal H2, dipimoin olehseorang Aeoala :jub tsaoian van. betada di bawah dan bertanggung jawab
,,. kepada Sekretaris sesuaidengan oidang tugasnya;dan
{4) 5ub ardang-Sub Bjdang sebagaimana dimaksud pada pasat jt2, dipimpin otehseorang Kepata Sub Bjdano vann oerada Oi uiwat Oin Oerl-a'nn6^i ,*.1kepada Kepata Bidang sesuaidengin o,oang rugasnya.

(1)

Bagian Keenam
BADAN PEI BERDAYAAN PEREMPUAN

DAN KELUARGA SEJAHTERA

paragraf l
Susunan dan KedLrdukan

pasal i 18

leu;ulanrorsanrsasi 
Badan pemberdayaan perempuan dan Ketuarga Sejahtera,

a. Kepala Eadan;
b. Sekrelariat;
c. Sidang Prograrh dan pelaDoran:
d. Bidang Pemberdayaan perempuan dan pertindungan Anak;e. 8ida,n9 Keluarga Sejahtera:L Bidang Panisipasi lVasvarakat:g. Unit petalsana Telnis 

-Badan 
(UptB); Canh. Kelompok Jabalan Fungsionali

Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum; .b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;danc. tiub tsagian Keuanqan.

Bjdang Program dan pelaporan terdtjoari I

3. :^u9liqanS para dan penyusunan program: danu. suo Btoang pemantauan, Evaluasidan pelaporan.

Bidang P_emberdayaan perempuan dan petlindungan Anak, lerdiri dari:a. Sub Bidang pemberdayaan perempuan; dano, suo t rdang perlindungan Anak,
Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:a. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;danb. Sub Bidang pemberdayaan Keluarga.

t2)

(3)

(4)

(5)
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(6) B;ddng Panisipasi. rerdiri dari :

a. Sub Bidang lnsrilusi dan Peran Serla; dan
b. Sub Bidang Advoj{asidan Komunikasi tnformasi dan fdukasi.

pasat 119

(1) Badan Pemberdayaan Peremplan dan Keluarga Sejahtera adatah perangkat
Daerah . sebagai unsur pendukung pemerjntah Kabupaten di bid;ng
pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera; dan

(2) Badan P€mberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang
Kepala B,aqan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali
melaluiSEKDA-

Pa.ag@f 2
Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 120

Badan Pembbrdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebiiakan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuon,
keluarga sejahtera dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan,
keselaraan dan keadilan, peningkatan Sumber Daya Nranusia dan Hak Azasi Manusia
perempuan Jan anak serla mendukung kelembagaan dan organisasi perempuan,
Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati perempuan -dan A;ak, serta
mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang responsive gender di segala
0roang pemDanqunan.

pasal i21
Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal j20, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahlera mempunyai fungsi :a. pelaksanaan urusan ketalausahaan:
b. penyusunan program kerja tahunan,jangka menengah danjangka panianq;c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembe;dayaan

perempuan dan keluarga sejahlera;
d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebiakan di bidangperanan perempuan dan keluarga sejahtera;
e. penyusunan program dan pelaksanaan program rinlisan pemberdayaan dalamrangka mengangkal harkal dan martabat serta HAM bagi pereitpuan can
. peilindungan anak, organisasinya dan aktililas lanjut;f. peningkatan kuatitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan danpemoangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, potilik, pendidikan dan sosial

budaya sena iingkungan;
g. peningkatan panisipasi masyarakat lermasuk upaya pemampuan kclembaoaan

unluK KemaJuan perempuan dan keluarga sejahlera;h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan p,-elaporan;
r. pembinaan Unit pelaksana Teknjs Badan; dan
: f!"5"11:l lugas-lugas kedinasan tainnya yang diberikan oteh Bupali sesuaioengan btoang tuoasnya.

pasal122

Uduk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasat j21, BaddnHemoeroayaan perempuan dan Keluarga Sejahlera mempunyai kewenangan:a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan -peremprrn,
Ketuatga sejahtera dan perlindungan anak;



b 1]ll!11!t pgllg,..prtq.". g""'o""n.)n"" dara, anarisa darah ranskapenyusunan kebijakan dL bidang peranan perempuan, keluarga sejahtera danperlindungan anak;
c. menyusun program dan melaksanakan program rintjsan pemberdavaan dalamrangka mengangkat harkat dan mana6at-serla iAV Oaqi peie;rouan -Oan

. perl;ndungan anak, organisasinya dan akt;fitas lanjut;d. meningkatkan kualilas hidup perempuan dibeibagai bidang kehidupan danpemoangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikafl dan sosial
ouoaya serla ttngkungan; .e. meningkalkan p€rtisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembaqadn

. pengetola kemajuan perempuan, keluarga sejahtera dan perlindunqan anak: dinr. metakut€nmoniloring,evaluasjdanpelaporan.

pasat 123
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasat .118, dipimpjn oteh seorang
,", ::-]1:9f_I"lS berada dt bawai dan bertangguns lawab rJpaiu r"pui. eJ"";tz, 

:l_o_al9-:'.d,anS 
sebagaimana djmaksud pada pasat 118, dipimpin oleh seorang

l:9-a! tsrdang,yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepat;
baoan sesuar dengan bidang lugasnya;(3) Sub Bagia_n-sub Uagian sebiga-maria dimaksud pada pasat 118, dipimpin oteh
seorang^Kepata_ Sub Bagian yang berada di bawah dan bertangqunq iawab

. _ (epaoa Sekretaris sesuaidengan bidang tugasnya; dan(4) 9u! BidalS-Sub Bid€n_g sebagaimana dimitsui paOa pasat 118, dipimDin oteh
seorang, 

,Kepaia_ Sub Bidang yang berada di bawah dan benanggunO jawab
kepada Kepala Eidang sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
INSPEKTORAT DAERAH

patagrcl l
Susunan dan Kedudukan

' Pasal 124
(1) Susunan Organisasi lnspeklorat Daerah terdiridad :a. lnspektur;. b. Sek.etariat;

c. lnspektur Pembantu Wilavah tj
d. lnspektur Pembantr.r Witayah li;e. tnspeklur Pembantu Wilayah l:L tnspektur pembantu Wtayah lV;dang. Ketornpok Jabatan Funqsional.

(2) Sekretariat terdki dari :
a. Sub Bagian perencanaan:
b. Suh Bagian Evatuasidan pelaporan; darc- Sub Bagian Administrasidan Umum.

(3) lnspektur Pembantu Wjtayah l, terdirida.i Ia. Seksi Pengawas pemerintah Bidang pembangunan;
o. uekstpengawas Femerintah Bjdang pemeriniahan; danc. ueKsr pengawas pemerintah gidang Kemasyarakatan.

(4) lnspektur Pembantu Witayah ll, terdiridatj :a. Seksi Pengawas pemerintah Bidang pembangunan;
b. Seksi Pengawas pemerintah Bidan6 pemeriniatran;'Oan
c. SeksiPengawas pemerintah Bidani Kemu.vuiiGi* 

'
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(5) lnspektur Pembantu Wlayan l, terdiridari :a. Seksi Pengawas pemetintah Bidang pembangunan;
b. Seksj Pengawas pen{erintah Bidand pemeriniafran;'tan
c. Seksi pengawas pemerintah Bidang Kemasyarakaian.

(6) lnspektur pembantu Wilayah lV, terdi.i dari: -

a. Seksj Pengawas pemerintah Bidang pembangunan;
b. SeksiPengawas pemeintah Bjdani pemeriniahan; danc. Seksi Pengawas pemerintah Bidani Kemasyarakaian.

pasal 125
(1) lnspektorat Daerah adatah perangkat Kabupaten sebagai unsur pendukung
,^ Pemerintah Kabupaten dibidang pe;binaun ojn p"ngi*i.Z;;ju;- * *"
(z) lnspeklorat Daerah dipimpin oleh seorang lnspektr:iang berada di bawah danenanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara telnls aOm;nisiiatifmenoapat pembinaan dari SEKDA

paftgrat 2
Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan

pasat126

lnspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanurusan pemeinlahan daerah, petaksanaan pemo-inaan aiis t;y;i;;;;;;"""pemerintahan kecamatan. mukim dan kallrpung.

pasal127

lXTtt:j:i,?::g! g:tam metaksanakan rusas sebasaimana dimaksud pada pasat
I zo, Itc yetenggataxan f unosi:
a. pelaksanaanurusanketatausahaanlnspektorat;
D. peny-usunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjangic. perencanaan program pengawasan;
d. pembinaan fungsional auditor pengawas Kabupaten;e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;. fFl^::.T:l _pemeiiksaan, peng,-rsutan, pengujian dan penitaian tugaspenqaM/asan: dang. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupali sesuaidengan bidang tugasnya.

pas€t 128

Hll1l5if"1"l999r,"kan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasat 127, tnspekroratuaerah mempunyai kewenangan :a, merumuskan kebtakan reknis pengawasan fungsional;o. metaksanakan pengawasan atas penyelengga;an pemerintahan daerah;c. m^engkooJdjnasikan 
. 
penyusunan ,encana pengawasan utu" p"ny"i"ngg"ruunpemennlahan daerah;

d. melakukan pembinaan terhadap kinerja Satuan Kerja perangkal Daerah dirngKungan pemerintahan daerah.
melakukan pemeriksaan alas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaanpenytmpangan dan penyalahounaan
pe#e'iirtar'"oi tinskuns";;;;";fi;;; ;"J;wenans vans dilakukan apclat

melakukan pengusutan atas dugaan adanya kolupsi, kotusidan nepolisme;melakukan tevjew atas laporan-keuangan dan linirii pur"rini"hui ou"*i,meta-kukan evatuasi .aras taporan tin",ru suiui,i-riJr;u' pJi"ill'i"i"#1"rl 
ollrngkungan pemerinlahan daerah;

e

f.

s.
h.
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j.

k

i. melak!kan .peniiaian atas manfaat Oan f"U"rnasilan teOilat<an, p<jlatsanaan
program dan kegiatan , Saluan Kerja perangkat Daeiah oi lingkungan
pemerintahan daerah;
melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas lungsio.ral
dil;ngkunqan pemerintahan daeraht dan
memberikan pelayanan administrasj untuk kel6ncaran pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kedelapan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

pasal 130

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdjri darj:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Eidang Felayanan Medjs:
d. Bidang Keperawatan;
e. Bidang Penunjang Medis;danf. Kelompok Jabatan Fungsjonat.

Bagian Tbta Usaha, terdiridari :

a. Sub Bagjan Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Talalaksana; danc. Sub Bagian Keuangan:

Bidang Pelayanan Medjs. terdiridari :
a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat lnapi dan
b. Seksi Rawat Darurat, lntensif dan Bedah Senval.
Bidang Keperawatan, terdjri dari :
a. SeksjAsuhan Keperawatan; dan
b. Seksl Elika profesidan Logistik Keperawatan.
Eidang Penunjang Medis, terdjrl dari :
a. SeksiPenelitian dan pengembanoan: danb. Seksi lnformasl Pemasarin Sosiai dan Upaya Rujukan.

pasat 129

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 124, dipimpin oleh seorang
.^. Sekretans yang beraC€ oi bawah dan benanggung j3wab kepad; tnspeklur;
(2) h-spektur Pembantu-lnspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal

124, dipimpin oteh seorang tnspektur pembaniu yang berada di bawah aan
_ berlanggung jawab kepada tnspektur sesuai dengan bida;g tugasnyai

(3) Sub Bagiah-Sub Bagian sebagaimana dimaksu; pada pisat-tZ4i Oipimoin oten
seorang^Kepala_ Sub Eagian yang berada di bawah dan Oenanglung iawaO

_ kepada Sekretaris sesuaidengan bidang tugasnyai dan
(4) Seksi-selisi sebagalmana dimaksud pada palat 124, dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada dr bawah dan benanggung jawab kepada lnspektur
Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(1)

(2)

Pasal l3l
Rumah Sakil Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang
memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyaiakat, pusat Rujukan da;
Pendidikan Medis; dan
Rumah Sakil Umum Daerah dipimpin oteh seorang Direktur yang ber€da di
bawah dan benanggungjawab kepada Bupati metatui SEKDA.

Patagrcf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 132

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai lugas melaksanakan pelayanan pengobatan,
pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakji yang djlaksanakan
melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darural (emergency) dan tindakan
medik.

pasat 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 132, R!mah Sakll
Umum Daerah.menyelenggarakan f ungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, pe-nunlang

medis dan non medis;
d. penyelenggaraan asuhan keperawalan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
l. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan jlmu pengetahuan serta leknologi

kedokteran;
g. penyelengggaraan petayanan ruiukan;
h. penyelenggaraan Adminiskasi Umum dan Keuangan; dani- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya ya;g diberikan oleh Bupali seslai

dengan bidang tugasnya.

pasal 134

Unluk .menyelenggarakan fungsi sebagajmana djmaksud pada pasal 133, Rumah
saKrt umum u6erah mempunyai kewenangan sebagaj berikut:a, mengelola administrasj kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai
. dengan peraluran perundang - undangan yang beitaku;b. menyelenggarakan kerja sama dengan lnslilusi pend:dikan vangmemanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaiinstitusi praktikum;c. menyelenggarakan kerja sama dengan otganisasi dan atau lembaga lainnya
, deqgan-berpedomanpaCaperaturanperundang_undanganyangberl;kui
o. memaniaatkan. peluang pasar sesuai kemampuan dengan letap

menyetenggarakan fungsi sosial: dane. melakukan hubungan koordinalif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehalan dan
rnstanst terkait dala[n pelaksanaan teknis kesehatian.

pasat 135
(1) Bagian Tata Usaha sebaga;mana dimaksud pada pasal 130, dipimoin oleh

seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan berranggung j"wao'ilpaa"
Lttreklur:

(a 
9id.1lg'?,,q"^in_ 

sebagaimana dimaksud pada pasat 130, dipimpin oteh seorang
^epara 

Eroang yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Direktlr
sesuai dengan bidang tugasnya;

51



(3)

(4)

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 130, dipimpin oleh
seorang Kep€la Sub Begian yang berada di bawah dan benanggung jawab
kepada Kepala tsagjan sesuaidengan bidang tugasnya;dan
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, dipimpin oleh seoranq
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepati
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
KANTOR KETA.HANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Patagtaf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 136

(1) Susunan Organisasi Kantor Kelahanan pangan dan penyuluhan, terdiridari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Eagian Tala Usahai
c. SeksiKetahananPangan;
d. Seksi Kewaspadaan dan Keanekarcgaman pangan;
e. SeksiPembinaandanPengembanganpenyuluhan;dan
f. Kelompok Jabatan Fungsjonal.

pasat 137

(1) Kantor Ketahanan Pangan dan penyuluhan adalah perangkat Daerah sebagai
unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang ketahanan pangan dan sistem
penyuluhanj dan

(2) Kantor Ketahanan Pangan dan penyuluhan djpimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang berada di bawah dan berranggung jawab kepada Bupatimettlui SEKDA.

Pata$af 2
Tugas pokok, Fungsidan Kewenangan

pasal .l3g

Kartor Ketahanan Pangan dan penyuluhan mempunyai tuqas melaksanakan tugas
pedyrapan bahan koordinasj, perumusan kebijakan, pengimbangan penyediaan,
orstrbusr, penganekaragaman konsumsi, kewaspadaan panoan, qizi, lasilitasi
partisipasi masyarakat dan pelaksanaan sistem penyuluhan.

Pasal 139

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13g, Kantor
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. peraKsanaan urusan kelalausahaan ;b, penyusunan program kerja tahunan, jangka menenqah dan ianoka oaniano:c. perunusan kebijakan teknis, strategis. peng-mbansin -dan 

6en"inotatan
ketahanan pangan dan sislem penyuluhan:

d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian,
pembinaan . pengembangan serla peningkaian' ketaianan pangan din sistem
penyuluhan;

e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan
penyrapan. bahan perumusan pengembangan di bidang ketersediaan dan
kelembagaan pangarE



f. pelaksaDaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemanlauant pembinaan danpenyiapan bahan perr.rnusan. o€pangan; )ngembangan di bidang distribusi dan harga
g. pelaksanaan koordinas; dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan

53ltJ", jr"" 
o"*" per.,musan, pense'b";s",i oi riiJis ki;i!fi;:!';'T:"s""

h. pelaksanaan koordjnasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembjnaan danpenyiapan_ bahan perumusan, pengemtahgan ji. uioung 
-p"id;uil,u"qu,*n

KOnSUmsj panoan;
r. pelaksanaEn koordinasi dalam rangka pengkajjan, pemantauan, pembinaan danpenyiapan bahan perumusun. o"no,; perais!naan- iu!!;-i,j;;:" ;j:;:;I'".":3il1,i:il1fl' J,flli"j:i.'#f "r,"J",j#;";

" I:gl:l-i 919i9""s fetahanan pa;san dan penyutuhan;
^. Iretaxsanaan koordinasi dalam rangka pengkijian, pemantauan, pernbinaan danpenyrapan bahan perumusan n.n.)r. peraisanaan iu-ffi,iri!'iliiilJl,y""-1'9:i9an dibidans sisrem penvuruhan; dan

oengan oioang r'uq-aiii". "'""-*" rarnnya yang diberikan oieh Bupati sesuai

pasat 140
Unluk- nenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 139, Kantor
l""j::::I^"-"q11_d3rr 

penyutuhan mei,,punyar Kewenansan :d. rreraKuKan pengawasan dan Demr

^ ::1111 :1"-" d1." 
" 1, ;;;;"ffi affi :'"' li:liifl J,*f, :;', j""r:f "*" 

n norm a dan
u. rreraxuKan pengkajian terhadar

^ 1"1"^;939i"",Eii;;;i;,";##J""sffl1?oi1j;, 
o""oun,ousian, sisrem

c. mengatur dan memanlau penyediaan d; pendisirlb--usian pangan;o. meng_atuJ-dan memantau harga pangan stralegis;
{E. 

meraKsanakan penganekaragaman pangan;r. melakukan pengendaljan mulu dan ieamanan pangan;s. memoerikan pelayanan teknis d..1;11119i;9il;,srans j rerkait daram ranskaa pe-ntngkalan kelahanan pangan dan srslem penyutuhan; danr. metaKukan l\oordinasi dalam ranokap",u,,.un p"ni".ni;#; ; ;?,ffi f":#p;il"ffi*l:,X1,*T:frXllrff I
pasal14.l

" 
) 

P:f 
" 
E"3iT r""?',"""t "#?ff 

"*lf hXq. T.r'- 
pasar 

1 36 d i pi m pi n oreh seora ns

,,, fll?r-1?"y"i d:"gan oiaang tugasny|%oan 
berlanggung jawab kepada Kepar;

rzl oersr-beKst sebagaimana dimaksud

^epara 
seksr yang berada dibawah aa-F,1d-1-Pasal 

136 dipimpin oleh seoranq
sesuaioengan bio"ani Li-uln"r;-'-"n 

otnanggllng jawab kepada Kepala Kanlor

53



Bagian Kesepuluh
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

paragrat l
susunan da; Kedudukan -

Pasal142
(1) Susunan Organisasi KanlorArsip dan perpuslakaan, terditidari:a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tala Usaha;
c. SeksiAkuisjsi dan pengolahan;
d. Seksipelayanan dan R;lerensij
e. Seksipembinaan dan pengelolaan Kearsipan; dant. Ketompok Jabatan Fungsional.

. pasat 143
(l) Kantor. Arsjp dan perpustakaan adalah perangkat Daerah sebaqai unsur., penoukung pemerintah daerah di bidang kearsjpa; dan p"rpuii"Luiiij"n'(2) Kanlor Arsip dan perpustakaan diptmbin oteh seo.^- n;;;,;-;;'^;::'

berada di bawah dan b;,r;;ss;s;;;;l"p;; d;;;i',i"i)iJ,"+,151., t""n

parcgrcf 2
Tugas pokok, Fungaidan Kewenangan

Pasal144
Kanlor Arsip dan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umumPemerinlahan dan pembanounan oi 6iaang- r.eu1iirl"i, li'jir.'.,nijri"' ounperpustak€an sesuai dengan pe-raturan perunOangiunl;;n;;;'

pasat 145
Unlukmelaksanakan lugas-sebagaimana dintaksud pada pasal 144, KantorA.sip danPerpustakaan mempunyai fungsi :a. petaksanaan urusan ketatausahaan ;o. penyusunan program kerja tahunan,jangka menengah dan jangka panjanO;c, perumusan kebijaksanaan teknis oan program kearsipan, dokurnentasi danperpustakaan;
d. penyelenggEraan pembinaan dan pengembangan kea.sipan, dokumentasl danperpustakaan;
e. pengelolaan dan pengolahan bahan kearsipan, dokumentasidan perpustakaan;r. petayanan teknologj kearsipan, dokumentuiiOin p"rprii"Gu-n-:9. penyete4ggaraan Deposil, b ra Daerah, brouy, f,"ii-C-"i ii"ur"nuf, urrio:n. penyelenggaraan Admjnjstrasi

i"uing;n]"- -- umum' perlengkapan kepegawaian dan

' flg:AqliS"". ketompok fungsional di bidang kears,pan, dokumentasi dan. perpustakaan; dan -
j. pelaksanaan tugas-tugas kedjnasan lajnnya yang diberikan oleh Bupati sesdaidengan bidang tugasnya.

pasat 146
Unluk menyetenggarakan fungsi sebagajmana dimaksud pada pasal 145, KanlorArsrp dan Perpustakaan mempunyai keivenangan:a. m€rumuskan kebijakan tei(nis dan program kearsipan, dokumentasi danperpustakaan;



e.

b.

c.
d.

s.

h

\.

[ilf!?1Hgi;:11,5,"Iji:""in dan pensembansan d, bidans rears,pan,
menyediakan tayanan iasa di bidano ke

ml,,f!n!!ru:'l",rJm"'*:""'":T:i".i:';3:";*"i'#"i:?;"'i:f;;T"'i?i,i"l:
ln'f::liJr]i.?t"" penilalan jaLatan runssionar renasa funssionar pusrakawan
menyeJenggarakan penqembanoan r,perpuslakaan; - gknologi kearsipan dokqmenlasi dan

;:ff :f"f,""X -t"11",il""1'#',i-ffi ""11"'.T 
Jadwa r R eren si nr s ip (.L Re) oa n

iil'Jifi1"i33,"#H" tenarikan' penveraian karya cerak dan karya rekam
melaksanalan urusan umum, kepegawatan dan keuangan.

pasat 147

$ffi1x*''"""""'rfl ?fl41fr#'il1rf,""1?;i$] Hii,!fi !'ls""l ",?'J#:

l:l** :t ::T"ei!:".fis:i ::1";:;::i,,".",, 1l#3 xd,"% "i&jl:
^dirLor sesuat dengan bidang tugasnya.

L

(r)

(2)

"onro" 
ooa,", 

",^?ru3ian 

Keseberas

. oo" 
"."oLX'nf#AiH!T,f'uL 

HrsBAH

paftgraf 
1

susunan da; Kedudukan

pasal 14g(1) Susunan Organisasi Satuan p.

::?X{:[1;HH# ;";;?:";i'"' Pamons Praja' wiravarur Hisbah dan

b. Sub Bagian Tata Usaha;

:. :elsr 
peneSakan Kebijakan Daerah dan Syariat tstam:

;. :;ii,l ASlilXifl itxut".rioun 
oun n,"o,n"dJ'n'"o"i"i,i,!".0"g",

,. 
^ejompox t_ungsional.

"$if"F,:i*'E:Jii,j"*:'i:l'ril:ilfi{*':l##s.Tr"t^i#fl 
il"sa*

-,;",l;lft 
lll;|,ifl ffl 3;'"",,"",#u1,1""i:i"i:i""":TX."T,"i:'"Uff ;
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Saluan potisi pamong praia, Witavatulfiisbah dan pemadam Kebakaran mempunyairugas memetilara kerenreraman. kerertib"n ,rrr, rnffirru,i'" l"t,ili"i'0"",ur,,merakukan sosiarisasi, penqawasan. pembrnaa4 penyidikan, peraksanaan hu'ouman0an penanggutangan kebakaran sesrai denga" p;;"i,; ;;;rft:il:,1;#;;:"
. pasat tS1

. Dalam mejaksanakan tuqas sebaoaimana^dimaksud pada pasal jS0, Satuan polisjpamong prcja, Witayartt Hisbah' drungsr: an Peftadam Kebakaran menyelenggarakan
a. pelaksanaanurusankelatausahaan;

, 1 penyusunin program kerja tahun' c. peraksanaan ke-renre.";;;, ,l;,"",+J:ln[iT;l"li#n#1"?g"["ui#?:;,"n,
j huD_ungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran:' 53i{,:'1"";i";ttt*::i,,if i:lF-i3"" 

"r"r""tii"i"ii 
keterriban umum'

i;5ft[i::fti"i;;ffi",##:[?'"^Hi,'::,"Jifl?f 8il"ffilft :8:litlil
e. pengawasan terhadap misvarakal agar mematuhi dan menlaali kebitakan, daerah dan pelaksanaan Syaiial lsram )
r. petaKsanaan sosialisasi keoada

- ada nya peraru ra-n- ;;ffi 
" 
;;:;;""";""::i'"b[s" ;'".i" }:|13#]l 

orans renrans

'i:1"":'"";i:"":i.tl;1i,iJfl i,i'J'":::9-r;tk;iil;;ili;;il;n,pemahaman,
lerhadap ketentuan dat". ounrn-'-u-tll1"k9l 

(seseorang dan kelompok orang)
bidang Srariat lslaml- 

- Y-"''rqanun atau peraturan perundang-undangan dih. pengkoordinasian kesatuan_kesatuan potisi pamong praja, polisi Wilayalut. titsb€h dan pemadam Kebakaran:oanL petaKsanaanlugas_lugaskedinasi
oengan brdang lugasnya. an lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

. pasal .lS2

ffi:iffTff "',?""il,,,'#fi iTlx'"";'."#g#::'.'ilxi:tx';l',fi f,zr
a. menerlibkan dan menindak war
h :elganssu kere""".iii JJi ilili1Yo'",ft,ilaJakat 

atau badan hukum vansu. melaxukan pemeriksaan terhadao

" ::i:i:fl ?91?lssu,un u,u" r,"oiiu[TXl#$'1u,u*u, 
arau badan hukum yans

-;;"J$l[1i;,"j,i;HiJff 
lli::"#:i:,;*1i""1",g,H,s5#asyaraka,a,auu. menerjma laporan alau pe;rqaduanuaeranj lenlang adanya pelanggaran aras kebijakan

paftght 2
I Lrgac Pokok, Fungsi dan Kewenangan

pasat lS0

#:Iil"lii," i:f,"Jff ?::i#i',""?*,"#"j:fl "#ilfi :Ti"",jJ""j",,Hb", .,,,

: ff.i#'f ir'rH:lidak 
meningsalkan tempar seriap orang yans berada ditempat

n. melakukan penangkapan, penahan
oengan puruirii-n iu-,,inoinfili'ffiffi .0"n9o"ledahan, dan penvitaan sesuai

e.
t.
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o,

n.

(1)

t.

{1)

menyamar sebagaj pelanggan, pemakai
pelanggaran iarangan Khalwat, khamar
peintah untuk itul

atau pembeli dalam hal ada dugaan
dan maisir, setelah mendapat surat

).
k.
L

me'akukan pemeriksaan dan penyilaan surat;
mengambil sidikjaridan memotret seseorang; _
memanggii seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai lersangka atau
saksi:
mend'atangkan seorang ahl yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeaiksaan perkara;
menghentikan penyidikan setetah mendapat petuniuk bahwa tidak terdaoal
cukup bukti alau peristiwa letsebut bukan mempakan pelangqaran syari'at dan
memberitahukan haltersebul kepada penunlut umum, penyjd-ii polisi, lersangka
sendrfi alau keluarganya; dan
melakukan tindakan iain sesuai dengan kelentuan hukum secara bertanggungjawab.

pasat iS3
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 148 di pimpin oleh seoranq
Kepara sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggunq iawab kepad;
Kepata Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;dan
Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 148 diDimDjn oleh s,eorano
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jdwab kepada Kepati
Kantor sesuai dengan bidang lugasnya.

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB V
KECAMATAN

pasat i54
SusUnan Onanisasi d3n Tata Ker;a Kecamaian terrl'ri dari .

a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi-seksi;dan
d. Kelqmpok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiridari :
a. Sub Eagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalakana; danc. Sub Bagian Keuangan.

Seksi'seksi, terdiridari :
a. Seksi Pemerinlahan;
b. Seksi Ketenlraman dan Ketertiban:
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat: dafle. SeksiPelayananUmum.

pasal .l55

K_ecamatan merupakan wilayah kerja camal sebagai perangkal daerahKabupaten;
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah danoenan9gung jawab kepada Bupati metatui SEKDA.
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' Pasal 156

5,::T1"-1 mempunyai ludas rnetaksanatan kewenangan pemerintahan vdngorrimpanhan oteh bupati Lnluk menanganisebagian urusan otonomj daerah.

Pasal 1b7
LJntuk melaksanal,an Iugas sebagaimana dimaksuci pada pasal 156, Kecamatan
mempunyat tLtnqsi :

a. pelaksanaanLru5ankelalausahaan.
b. penyusunan progrur i"rl"i"n-u*"llungka menengah dan ianoka oaniano:c. perumLsan kebijaksanaan teknis penyetenggaraan-perneriniahin tir"uinuiun;o pengoordrnasiankegialanpemberdayaanmasyarakat;
e. pengoordindsian upayd penyelenggaraan ketentraman dan keterljban umum:r. pengoord,nasjanpenerapandanpenegakanperaturaoperundano_undanoan:
g. pengoorolnastan pemeliharaan satana dan prasarana lasiljlas pelayanan-umu,n;n. peng!or0rnasran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dltingkjt kecamatan;r. pemolnaaanpenyelenggaraanpemerintahankampungi
J. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang nenladi ruing jingkup tugasnya atau
. yang belum dapat dilaksandkan oleh pemetintahan kamouno;.lan -
K. peiaksanEdn tugas-tugas kedinasan tainnya yang dibe;ika; oteh Bupali sesuaidengan bidbng tugasnya.

Pasal 158

gi':l i:lf:!1993.kan funssi sebasaimana dimaksud pada pasat 157, Kecamatanmempunyaj kewenangan :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;o. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kete;traman dan keteniban umrm.c. mengoorornosikan penerapan dan penegakan Deraluran oerundann-,,"ar""-""1d. mengoordinasikan pemetiharaan saranjdun piu.a,ani r5sriti" feL;;;;;i,;;r;e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiala; pemerintahan ;-ijilit"i f""irn"r"";I membinapenyetenggaraanpemerintahankampung;dan
g. meraksanakan pelayanan masyarakat yang rnbnja?i ruang lingkup tugasnya atauyang belum dapat oilaksanakan oleh pemerinlahjn kampu;g.

pasal 159
(1) Sekretariat sebaoaimana dimaksud.pada pasal t54, dipimpin oleh seorang
,^. Sekreraris yang berada di bawah dan berranggung lawao feiiJ! c";;i, 

*-'
tzJ ruo tjagtan-sub bagian sebagaimana dimaksud pada pajal .154, 

djpimpin oleh
;:::"#"1,"1^:! .s1? Basian yans berada di bawah ai" ol-,rans;;il' j";""u

,^. ^epaoa 
rexreEns sesuaidengan bidang lugasnya;(J) seksi-seksi sebaqaimana Oimat<sua. paOj paiai tSl, dipjmpin oleh seorangKepata _seksi yans berada di bawah da; b;,;;ssir;s;;;i;'i;;#"':"j;",

melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

. 
BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

pasal i60
Kelompok Jabalan Funosional mcmnlnyai tupas. melaksanakan sebaoian.ruuasPemerinlah Kabupaten sesuai dengan ieahtian din kebutunan 

- -
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(1)

Pasal 161

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 160, terdiri dari sejumtah
tenaga, 'dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbaqai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya:
Setiap keiompok sebagaimana dimaksud dalam ayet (1), dipimpin oteh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab
kepada masing-m:rsing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; -
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diientukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;dan
Jenis dan jenjang jabatan lungsional sebagaiman dirnaksud dajam ayat (.1),

(2)

(3)

(4)

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 162

hepala Dinas, Kepala Badan, tnspektur, Dkektur, Kepala Kantor, Kepala Satudfl,
Sekretaris, Kelala Bidang. Kepata Bagjan, Kepata UpTD, Kepala UpTB, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oteh Bipali.

pasat 163

Unsur-unsur lain diijngkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecam€tan
diangkat dan diberhentikan oieh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 164

Jenjang kepangkalan dan formasi kepegawaian diletapkan sesuai dengan perat!ran
Perundang-undangan yang bedaku.

BAB VIII

ESELONERING

Fasat 165
Kepala Dinas, Kepata 8adan, lnspektur, Eselon tj.b;
Direktur. Kepala Kanlor, Kepala Saluan, Sekrelaris, lnspektur pembantu dan
Camat, Eselon lll.a:
Kepala B;dang, Kepala Bagian dan Kepala B:dang pada Rumah Sakit Umum
Daerah, Sekretaris Kecamalan Eselon lli.b;
Kepala S_ub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepata UplD dan
Kepala UPTB Eselon lV.a.
Kepala.Sub Bagjan pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struklural
eselon lV.b.

(1)

l?)

(3)

(4)

(5)

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 166
(1) 

P3!T : 
melaksanakan rugasnya Xepata Dinas, Kepata Badan, lnspektur,

IJirektur, _Kepala Kantor, Kepata Saluan, Sekretaris, Kepala Bidanq. keoata
E agran, Kepata UpTD, Kepala UpTB, Kepala Sub Bagi.rn, Kepata Sekii, Keoatai)uo btoang wajrb menerapkan prinsip Koordinasi, lnlegrasi, Sinkronisasi dan
>rmplKast DatK rnteren maupun anlar unit organisasi lainnya, sesuai dengan
tugas pokok masinq-masino: dan(2) Setiap pimpinan aatuan -organisasi di lingkungan Satuan Keria peranokat
uaerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.



pasal i67

:il1i^l?_,-Igry'9 o"as,,Kepara Lembasa Teknis Daerah dan Camar tidak dapatmenlatankan tugasnva karena berhalangan, 
.maka Kepala Djnas, Xepata femUigaTeknis Daerah dan camar dapat menunjrik saar, seoririip+oa-r-inilil"Li jt;"

pasat i68
Atas dasat pertimbangan daya guna dan hasit guna nasine-masino oeiah^t riatamtingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dari Kecamara,i oipii i i"iili"o*ii.""Kewenangan-xewenangan lertentu kepada pejabat selingkat di bawahnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PEMSIAYMN

pasal 169

9,:9?la.Piaya 
yans dipertukan untuk metaksanakan kegiatan Dada peranakat bacrahorDebankan .kepada Anggaran pendaparan dan Bet;ja XiOrpur".n-ieleig -;na

sumbeFsumber tain sesuai dengan ketenruan p"rutri"" i'"."i"iglriiali""Ii.l ""

BAB XI
KETENTUAN LAIN.LAIN

pasat .t70

{1) e:3e" St.!l,lJ- D;nas, Lembcga Teknis Daerah dan heiantatnn .].,c;JDd;\oIbagian yang ridak terpjsahkan -sebagui.ana 
r"rcanrirn jiil l;;;; "d;;r"

tnti

12)

(3)

Pada organisasi Dinas dan Badan dapat dibenruk 1 (satu) atau lebih UpTD danUPTBi
Pembenlukan UPTD dan UPTB, sebagaimena dimaksud dajam avat (2)
berdasarkan. keburuhan Dinas/Badan t"i""orr oieriplin o"is5. ' p".iiiuili
tsup-ali setelah mem€nuhi syarat yang diperlukan untuk itu;nrnqan lugas clan fungsi pemangku Jabalan Struklural sampai denqan Eselonu pada fiasing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah d;rii";;;;;" ;;;;dengan Peraturan Bupati;
Hlncran.lugas pemangku Jabatan Slruktural Eselon lV pada masing_masinquinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Oiuru o"ngu; ;,."ru;riuitsupati;
Uraian Jabalan nlasing-masing Dinas, Lembaga Teknis D6erah dan K""u.nutunoratur dengan Peraluran Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

pasat 171
(1) Selama belum dijaksanakan penataan secara menyeluruh maka keoiatan-
,^. kegiatan Pemerinlah Kabupalen dilaksanat<an sesuai oeigan ieOt,;;; d;;rj;:"{2) Kepara Bidans pada Dinai dan Lembasa Teinis D;;;;l;;;-ri;i'r"#otlrri

labalan struktural eselon lll.a sebetum uanun rnt drundangkan. tetap diberikan hakkepegawaian dan hak adminisrrasi lainnya dar".;uOutuniriui.tulJi;;illii:::"

14l

(5)

(6)
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BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal l72
Halhal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatuakemudian dengan peraturan
Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan mimperhatikan
ketentuan dan pedoman yang berlaku.

pasat 173
Oengan bedakunya Qanun ihi maka segala ketentuan yanq benenlangan dengan
Qanun lnidlnyatakan tidak bertaku tagi.

Pasal l'74
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada ranssar -lrffi-+#fr*T

Diundangkan diSingkit
pada 29JANUARI 2OO8 M

20 MUHARMM 1429 H

DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN

I ACEH SINGKIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2OO8 NOMOR .I59
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